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PROVINSI RIAU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
NOMOR 5 TAHUN 2023

TENTANG

PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI INDRAGIRI HILIR,

Menimbang > a. bahwa penyelenggaraan Bangunan Gedung harus

Mengingat

dilaksanakan secara tertib, sesuai dengan fungsinya,
dan memenuhi persyaratan administratif dan teknis
Bangunan Gedung agar dapat memberikan keamanan
dan kenyamanan bagi lingkungannya:

b. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan
Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan
Peiaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002
tentang Bangunan Gedung, perlu diadakan pengganti
dan pencabutan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten
Indragiri Hilir Nomor 7 Tahun 2013 tentang Bangunan
Gedung;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan
Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Bangunan
Gedung.

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Repubik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965 tentang
Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat IT Indragiri
Hilir Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12
Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom
Kabupaien Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera
Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun
1965 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2754);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang
Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4247);

4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang
Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3851);
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12.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5059);
Undang Undang Momor 11 Tahun 2010 tentang Cagar
Budaya (Lembaran Negara Republik Indones.a Tahun
2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik
indonesia Nomor 5168);
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang
Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5188};
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah
Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5252);
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Repubiik
Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telaf. diubah
terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun
2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
PerundangUndangan (Lembaran Negara Republik
IndonesiaTahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

6.

7.

8.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun Z0i¢4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
beberapakali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
{(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856);
.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292. Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa
RKonsuruksi (Lembaran Negara Republik indonesia
Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6018) sebagaimana
beberapakali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856);



Menetapkan :

13.

14.

15.

16.

18.

19.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Arsitek
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 179. Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6108);
Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang
Penyelenggaraan Jasa Konsiruksi (Lembaran WNegara

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 107, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6494);
Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Rumah Susun (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 23. Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6625);
Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021] tentang
Peraturan Pelauksanaan Undang-Undang Nomor 28
tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6628);
_Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 202) tentang17

Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan
Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 6033};
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang
Pembinaan Penvelenggaraan Perumahan dan Kawasan
Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 22, Tambahan Lembaren Negara
Republik Nomor 6624},
Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32,
Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6634);
.Peraturan Menteri Dalam Megeri Nomor 80 Tahun 20152Q
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berta
Negara Republik [Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036),
sebagaimana telah diubah dengan Feraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
157).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

dan
BUPATI INDRAGIRI HILIR

MEMUTUSKAN :

PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
BANGUNAN GEDUNG



BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Dactali adalat Kabupaicu ludrapui Hii,
Pemerintah daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten [ndrayiri Hilir.
Bupati adalah Bupati Indragir Hilir.
Dinas Teknis adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang bangunan gedung.
Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan daerah.
Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan kenstruksi yang
menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada
di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai
tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat
tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya,
maupun kegiatan khusus.
Baneunan Gedung Cagar Budaya yang selanjutnya disingkat BGCB
adalah bangunan gedung yang sudah ditetapkan statusnya sebagai
bangunan cagar budava sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan tentang cagar budaya.
Garis Sempadan Bangunan yang selanjutnya disingkat GSB adalah garis
yang mengatur batusan lahan yang tidak boleh dilewati dengan hangunan
yang membatasi fisik bangunan kearah depan, belakang, maupun
samping.
Keterangan Kencana Kota yang selanjutnya disingkat KKhK adalah
informasi tentang ketentuan tata bangunan dan lingkungan yang
diberlakukan oleh Pemerintah Daerah pada lokasi tertentu.
Ketinggian bangunan gedung yang selanjutnya disingkat KBG adalah
angka maksimal jumlah lantai bangunan gedung yang diperkenankan.
Koefisien Dasar Bangunan vang selanjutnya disingkat KDB adalah angka
persentase berdasarkan perbandingan antara luas seluruh lantai dasar
bangunan gedung terhadap luas lahan perpetakan atau daerah
perencanaan sesuai KRK,
Koefisien Daerah Hijau yang selanjutnya disingkat KDH adaiah angka
persentase perbandingan antara luas seluruh ruang terbuka di luar
Dangunan gedung yang diperuntukkan bagi pertamanan/pengnhijauan
terhadap luas lahan perpetakan atau daerah perencanaan sesuai KRK.
Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disingkat KLB adalah angka
persentase perbandingan antara luas seluruh lantai bangunan gedung
terhadap luas lahan perpetakan atau daerah perencanaan sesua’ KRK.
KoefisienTapak Basement vang selanijutnyadisingkat KTB adalah angka
persentase berdasarkan perbandingan antara luas tapak basement
terhadap luas lahan perpetakan atau daerah perencanaan sesuai KRK.
Masyarakat adalah perseorangan, kelompck, badan hukum atauusaha,
dan Icmbagaatauorganisasi yang kegiatannya di bidang bangunan gcdung,
serta masyarakat hukum adat dan masyarakat ahli, yang berkepentingan
dengan penyeienggaraan bangunan gedung.
Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat PBG adalah
perizinan yang diberikan kepada pemilik bangunan gedung untuk
membangun baru, mengubah, memperluas, méngurangi.
dan/ataumerawatbangunan gedung sesuai dengan standar teknis
bangunan gedung.

2.
3.
4.

5.

7.

8.



18.

19,

20.

21.

22.

23.

24.

25.

20.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

ocriifikat Laik Fungsi bangunan gedung vang selanjutnya disingkat SLF
aiah sertifikat vang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk
menvatakan kelaikan fungsi bangunan gedung-= sebelum danat
dimanfaatkan
Surat Bukti Kepemilikan Bangunan yang selanjutnya disingkat
SBYBG adalah surat tanda bukti hak atas status kepemilikan bangunan
gedung.
Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung yang seianjutnya
disingkat RTB adaiah dokumen yang berisi hasti identilikasi kondisi
terbangun bangunan- gedung dan_ iingkungannya, metodologi
pembongkaran, mitigasi risiko pembongkaran, gambar rencana teknis
pembongkKaran, dan jadwal pelaksanaan pembongkaran.
Pelaksana SBKBG adalah unit organisasi yang melaksanakan penerbitan
dan pembaruan SBKBG di tingkat kabupaten.
Pelestarian adalah kegiatan perawatan, pemugaran, serta pemeliharaan
bangunan gedung dan

lingkungannya
untuk mengembalikan keandalan

bangunan tersebut secuai dengan aslinya atau sesuai dengur. keadaan
menurut periode yang dikehendaki.
Pemanfaatan bangunan gedung adalah kegiatan memanfaatkan bangunan
gediung sesuai dengan fungsi yang teiah ditetapkan, termasuk kegiatan
pemeliharaan, perawatan, dan pemeriksaan secara berkala.
Pembongkaran adalah kegiatan membongkar atau merobohkan seluruh
atau sebagian bangunan gedung, komponen, bahanbangunan, dan/atau
prasarana dan sarananya.
Pemeliharaan adalah kegiatan menjaga keandalan bangunan gedung
beserta prasarana dan sarananya agar selalu laik fungsi.
Pemeriksaan Berkala adalah kegiatan pemeriksaan keandalan seluruh

Gedung

eyterye sebagian banmunan ggedun onen hahan ban Aanealasts re a CAG a> ben kompone ay ad -AACARA Me a Webateray Gan LALLA
prasarana dan sarananya dalam tenggang waktu tcrtcniu. guna
menyatakan kelaikan fungsi bangunan gedung.
Pemilik Bangunan Gedung yang seianjutnya disebut Pemiiik adaiah orang,
badan hukum, kelompok orang, atau perkumpulan, yang menurut hukum
sah sebagai pemilik bangunan gedung.
Pemohon adalah Pemilik Bangunan Gedung atau yang diberikuasa untuk
mengajukan permohonan penerbitan PBG, SLF, RTB, dan/atau SBKBG.
Pendataan adalah kegiatan pengumpulan data suatu bangunan gedung
oleh Pemerintah Daerah yang dilakukan secara bersama dengan proses
PBG, proses SLF, dan pembongkaran bangunan gedung, serta mendata
an mendattarkan bangunan edung yang tclah ada.

Pengclola adalah unit organisasi, atau badan usaha yang bcrtanggung
jawab atas kegiatan operasional bangunan’ gedung, pelaksanaan
pengoperasian dan perawatan sesuai dengan prosedur yang sudah
ditetapkan secara etisien dan efektif.
Pengelola Teknis adalah tenaga teknis organisasi perangkat daerah yang
bertanggung jawab dalam pembinaan bangunan gedung Negara (BGN).
yang ditugaskan untuk membantu lIembaga dan/atau_ crganisasi
peranekat daerah dalam pembangunan BGN.
Pengguna Bangunan Gedung yang selanjutnya disebut pengguna adalah
pemilik dan/atau bukan pemilik berdasarkan kesepakatan dengan

Le
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shal, gorisankan da atau nmengelole ba rreacliyne ataupermis, Yang MCnELUNAKaN Ganja peeres ereate anpunan 4 usig,
bagian bangunan gedung sesuai dengan fungsi yang ditetapkan.
Pengunjung adalah semua orang selain pengguna yang beraktivitas pada
bangunan gedung.
Penilik Bangunan Gedung yang selanjutnya disebut Penilik adalah orang
perseorangan yang memiliki kompetensi dan diberitugas oleh Pemerintah
Daerah sesuai dengan kewenangannya untuk melakukan _inspeksi
terhadap penyelenggaraan bangunan gedung.



34.
35.

36.

37.

38.

40.

41.

42.

43.

44.

45.

46.

47.

48.

Penvedia Jasa Konstruksi adalah pemberi layanan jasa konstruksi.
Pengkaji Teknis adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik vang
berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum, vang mempunvai
sertifikat kompetensi kerja kualifikasi ahli atau sertifikat badan usaha
untuk melaksanakan pengkajian teknis atas kelaikan fungsi bangunan
Eccaung.
Penyelenggaraan Bangunan Gedung adalah kegiatan pembangunan yang
meliputi perencanaan teknis dan pelaksanaan konstruksi, ser.a kegiatan
pemantaatan, peiestarian, dan pembongkaran.
Penyelenggaraan Bangunan Gedung Negara yang selanjutnya disebut
penyelenggaraan BGN adalah kegiatan yang meliputi proses perencanaan
teknis dan pelaksanaan_ konstruksi, serta kegiatan pemanfaatan,
pelestarian, dan pembongkaran pada BGN.
Perawatan adalah kegiatan memperbaiki dan/atau mengganti bagian
bangunan gedung, komponen, bahan bangunan, dan/atau prisarana dan
sarana agar bangunan gedung tetap laik fungsi.
Persetujuan Pembongkaran Bangunan Gedung yang selanjutaya disebut
persetujuan pembongkaran adalah persetujuan yang diberikan oleh
pemerintah kabupaten kepada pemilik untuk membongkar bangunan
gedung sesuai dengan standar teknis.
Prasarana dan Sarana Bangunan Gedung adalah fasilitas kelengkapan di
dalam dan di luarbangunan gedung yang mendukung pemenuhan
terselenggaranya fungsi bangunan gedung.
Profesi Ahli adalahseseorangyang telahmemenuhistandarkompetensi dan
ditetapkan oleh lembaga vang diakreditasi oleh pemerintahpusat.
Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah
rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah kabupaten yang
dilengkapi dengan peraturan zonasi kabupaten.
Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan yang selanjutnya disingkat
RTBL adalah panduan rancang bangun suatu kawasan’ untuk
mengendalikan pemanifaatan ruang yang memual mater pokok ketentuan
program bangunan dan lingkungan, rencanaumum dan panduan
rancangan, rencana investasi, ketentuan pengendalian rencana, dan
pedoman pengendalian pelaksanaan.
Rencana Tata Ruang Laut yang selanjutnya disingkat RTRL adalah hasil
dari proses perencanaan tata ruang laut.
Tenaga Ahli Fungsi Khusus adalah orang perseorangan yang memiliki
keahlian spesifik di bidang nuklir, persenjataan, keamanan nasional,
forensik, atau intclijcn.
Tim Profesi AhliBangunan Gedung yang sclanjutnya disingkat TPA BG
adalah tim yang terdiri atas profesi ahli yang ditunjuk oleh Pemerintah
Daerah Kabupaten untuk memberikan pertimbangan teknis dalam
penyelenggaraan bangunan gedung.
Tim Penilai Teknis yang selanjutnya disingkat TPT adalah tim yang
dibentuk oleh pemerintah daerah kabupaten yang terdiri atas instansi
terkait penyelenggara bangunan gedung untuk memberikan pertimbangan
teknis dalam proses penilaian dokumen rencana teknis bangunan gedung
dan RTB berupa rumah tinggal tunggal 1 (satu) lantai denganluas paling
banyak 72 m2 (tujuh puluh dua meter persegi) dan rumah tinggal tunggal
2 (dua) lantai dengan luas lantat paling banyak 90 m? (sembilan puluh
meter pcersegi) serta pemeriksaan dokumen permohonan SLF
perpanjangan.
Sekretariat TPA, TPT, dan Penilik yang selanjutnya disebut Sekretariat
adalah tim atau perseorangan yang ditetapkan oleh kepala dinas teknis
untuk mengelola pelaksanaan tugas TPA, TPT, dan Penilik.

3a di



49.

52.

53.

(1)

(2)

Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi yang selanjutnva disingkat
SMKK adalah bagian dari sistem manajemen pelaksanaan pekerjaan
konstruksi dalam rangka menjamin terwujudnya keselamatan konstruksi.
Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung yang selanjutnya
disingkat SIMBG adalah sIstem elektronik berbasis web yang digunakan

-
oO0

untuk meiaksanakan proses PBG. SLF opnbDU. KID
dan pendataan bangunan gedung disertai dengan informasi terkait
penyelenggaraan bangunan gedung.
Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat SOP adalah
serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses
penvelenggaraan aktivitas organisasi, bagaimana dan kapan harus
dilakukan, di mana dan oleh siapa dilakukan.
Standar Teknis Bangunan Gedung yang sclanjutnya disebut Standar
Teknis adaiahacuan yang memuat ketentuan, kriteria, mutu, metude,
dan/atau tata cara yang harus dipenuhi dalam proses penyelenggaraan
bangunan gedung yang sesuai dengan fungsi dan klasifikasi bangunan
gedung.
Pernyataan Pemenuhan Standar Teknis adalah standar yang harus
dipenuhi untuk memperoleh PBG.

Pasal 2

Maksud ditetapkannva Peraturan Daerah ini adalah sebagai pedoman bagi
dinas teknis dalam penyelenggaraan bangunan gedung di daerah.

Tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah, adalah untuk:
a. mewujudkan bangunan gedung yang fungsional dan sesuai dengan

tata bangunan egedung yang serasi dan selaras dengan
lingkungannya;

b. mewujudkan tertib penyelenggaraan bangunan gedung yang
menjamin keandalan teknis bangunan gedung dari segi kesclamatan,
kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan; dan

c. mewujudkan kepastian hukum dalam penyelenggaraan bangunan
gedung.

Pasal 3
Asas Bangunan Gedung

Bangunan gedung disclenggarakan berlandaskan asas:
a.

b.
cr

d.

Kemaniaatan,
keselamatan;
keseimbangan; dan
kescrasian bangunan gcdung dengan lingkungannya.

Pasai 4

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi:
fungsi dan klasifikasi bangunan gedung;
persyaratan bangunan gedung,
penvelenggaraan bangunan gedung;
peran masyarakat;
pembinaan, pemberdayaan dan pengawasan,
sanksi admisnitratif; dan
ketentuan pidana.

d.
e.

f.



(1)

(1)

BAB II
FUNGSI DAN KLASIFIKASI BANGUNAN GEDUNG

Pasal 5

Fungsi bangunan gedung merupakan ketetapan mengenai pemenuhan
persvaratan teknis hangiinan geding ditinjan dari segi tata hangminan dan
lingkungan maupun keandalannya serta sesuai dengan peruntukan Iokasi
yang diatur dalam RTRW, RDTR dan/atau RTBL.
Pu gsi guian goaung mec
a. bangunan gedung fungsi hunian, dengan fungsi utama sebagai tempat

manusia tinggal;
b. bangunan gedung !ungsi keagamaan dengan tungsi utama sebaga)

tempat manusia melakukan ibadah;
c. bangunan gedung fungsi usaha dengan fungsi utama sebagai tempat

manusia melakukan kegiatan usaha;
d. bangunan gedung fungsi sosial dan budaya dengan fungsi utama

sebagai tempat manusia melakukan kegiatan sosial dan budava;
c. bangunan gcdung fungsi khusus dengan fungsi utama schagai tempat

manusia melakukan kegiatan yang mempunyai tingkat kerahasiaan
tinggi dan/atau tingkat rcsike bahaya tinggi; dan

f. bangunan gedung lIcbih dari satu fungsi.

Pasal 6
Bangunan gcdung fungsi hunian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5
ayat {2} hurufa, dapat berbentuk:

bangunan rumah tinggal tunggal;
bangunan rumah tinggal deret;
bangunan rumah tinggai susun; dan
bangunan rumah tinggal sementara.

a.

Bangunan gedung fungsi keagamaan sebagaimana dimaksud dalam Pasa!
5 ayat (2) huruf b, dapat berbentuk:

bangunan masjid, musholla, langgar, surau;
Dangunan gereja, kapei;
bangunan pura;
bangunan vihara;
bangunan kelenteng; dan
bangunan keagamaan dengan sebutan lainnya.

(2)

m
on

og
s

Bangunan geduny fungsi usahia deugau fuugsi ulaua scvayaiana
dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) hurufc, dapat berbentuk:
a. bangunan gedung perkantoran seperti bangunan perkantoran non

pemerintah dan sejenisnya;
b. bangunan gedung perdagangan seperti bangunan pasar, pertokoan,

pusat perbelaniaan. mal dan sejenisnya:
bangunan gedung pabrik;
bangunan gedung perhotelan seperti bangunan hotel, motel, hostel,
penginapan dan sejenisnya;

ce. bangunan gedung wisata dan rekreasi seperti tempat rekreasi,
bioskop dan sejenisnya;
bangunan gedung terminal seperti bangunan stasiun kereta api,
terminal bus angkutan umum, halte bus, terminal peti kemas,
pelabuhan sungai, bandar udara;
bangunan gedung tempat penyimpanan sementara sepert: bangunan
gudang, gedung parkir dan sejenisnya; danh. bangunan gedung tempat penangkaran atau budidava_ seperti
bangunan sarang burung walet, bangunan peternakan sapi dan
scjenisnya.

A.
0

g.



(4)

(1)

(2)

(3)

(4)

Bangunan gedung sosial dan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal
5 ayat (2) huruf d, dapat berbentuk:
a. baneunan gedung pelayvanan pendidikan seperti bangunan sekolah

taman kanak-kanak, pendidikan dasar, pendidikan -:nenengah,
pendidikan tinggi, kursus dan scmacamnya;

b. baungunan gedung pelayanan keschatan seperti bangunan
puskesmas, poliklinik, rumah bersalin, ramah sakit termasuk panti-
panti dan sejenisnya;

c. bangunan gedung kebudayaan seperti bangunan museum, gedung
kesenian, bangunan gedung adat dan sejenisnya;

d. bangunan gedung laboratorium/laboratorium kesehatan; dan
e. bangunan gedung pelayanan umum seperti bangunan_ stadion,

gedung olah raga dan sejenisnya.
(5 puna gedung fuingsi sus sebagaimana dimaksud dalam Pasaldi

ayat (2) hurufe, meliputi:
a. bangunan gedung untuk instalasi pertahanan dan keamanan; dan
b. bangunan sejenis lainnya yang berpedoman pada_ ketentuan

peraturan perundang-undangan.
Bangunan gedung lebih dari satu fungsi sebagaimaiia dimiaksud dalam
Pasal o ayat (2) huruf f, dapat berbentuk:

bangunan rumah dengan toko(ruko);
b. bangunan rumah dengan kantor(rukan);
c. bangunan gedung mal-apartemen-perkantoran; dand. bangunan gedung mal-apartemen-perkantoran-perhotelan.

f

Pasal 7
Klasimkasi bangunan gedung menurut kelompok tungsi bangunandidasarkan pada pemenuhan syarat administrasi dan persyaratan teknis
bangunan gedung.
Fungsi bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5
diklasifikasikan berdasarkan:

tingkat kompleksitas:
tingkat permanensi;
tingkat risiko bahaya kebakaran;

ketinggian bangunan gedung;
kepemilikan bangunan gedung; dan
kias Dangunan.Rm

oa
og
D
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Klasifikasi berdasarkan tingkat kompleksitas sebagaimana dimaksud padaayat (2) hurufa, meliputi:
a. bangunan gedung sederhana, yaitu bangunan gedung dengankarakter sederhana serta memiliki kompleksitas dan teknologisederhana dan/atau bangunan gedung yang sudah memiiiki desain

prototipe;
b. bangunan gedung tidak sederhana, yaitu bangunan gedung dengankarakter tidak sederhana serta memiliki kompleksitas dan atau

teknologi tidak sederhana; serta
c. bangunan gedung khusus. yaitu bangunan gedung yang memiliki

penggunaan dan persyaratan khusus, vang dalam perencinaan dan
pelaksanaannya memerlukan penyelesaian/ teknologi khusus.

Bangunan gedung sederhana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hurufa, meliputi:
a. bangunan gedung sederhana 1 (satu) lantai; danb. bangunan gedung sederhana2 (dua) lantai.2



(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

Bangunan gedung tidak sederhana sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
huruf b,meliputi:
a. bangunan gedung tidak sederhana bukan untuk kepentingan umum:

dan
b. bangunan gedung tidak sederhana untuk kepentingan umum.

Bangunan gedung khusus sebagaimana dimaksud pada avat (3) huruf c,
meliputi:
a. bangunan gedung untuk reaktor nuklir:
b. bangunan gedung untuk instalasi pertahanan dan keamanian: dan
c. bangunan gedung sejenis yang diputuskan oleh menteri.
Klasifikasi berdasarkan tingkat permanensi sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf b, meliputi:
a. bangunan gedung permanen adalah bangunan gedung vang rencana

penggunaannya lebih dari 5 (lima) tahun.
b. bangunan gedung non permanen adalah bangunan geclung yang

rencana pengmunaannya samnai dengan 5 (lima) tahun.
Klasifikasi berdasarkan tingkat risiko bahaya kebakaran sebagaimana
dimaksud pada avat (2) huruf c, meliputi:
a. tingkat resiko bahaya kebakaran rendah, yaitu bangunan gedung

yang karena fungsinya, disain penggunaan bahan dan komponen
unsur pembentuknya, serta kuantitas dan kualites bahan yang ada
di dalamnya tingkat mudah terbakarnya rendah;

b. tingkat resiko bahaya kebakaran sedang, yaitu bangunan gedung
yang karena fungsinya, disain penggunaan bahan dan kornponen
unsur pembentuknya, serta kuantitas dan kualitas bahan yang ada
di dalamnya tingkat mudah terbakarnya sedang; dan
tingkat resiko bahaya kebakaran tinggi, yaitu bangunan gedung vang
karena fungsinya, dan disain penggunaan bahan dan komponen
unsur pembentuknya, serta kuantitas dan kualitas bahan vang ada
di dalamnya tingkat mudah tcrbakarnya sangat tinggi dan/atau
tinggi.

Klasifikasi berdasarkan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf
d, meliputi:
a. bangunan gedung di lokasi renggang. vaitu bangunan geclung vang

pada umumnya terletak pada daerah pinggiran/luar kota atau
dacrah yang berfungsi scbagai rcsapan;

b. bangunan gedung di Ickasi sedang, yaitu bangunan gedung yang
pada umumnya tcrletak di dacrah permukiman; dan

c. bangunan gedung di lokasi padat, yaitu bangunan gedung yang pada
umumnya terietak di daerah perdagangan/pusat kota.

Klasifikasi berdasarkan ketinggian bangunan gedung sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) hurufe, meliputi:
a. bangunan gedung bertingkat rendah, yaitu bangunan gecung yang

memiliki jumlah lantai sampai dengan 2 (dua) lantai;
b. bangunan gedung bertingkat sedang, yaitu bangunan geaung yang

memiliki jumiah lantai mulai dari 3 (tiga} lantai sampai dengan 4
(empat) lantai; dan

c. bangunan gedung bertingkat tinggi, yaitu bangunan gedung yang
memiliki jumlah lantai lebih dari 4 (empat) lantai.



(11)

(12)

(1)

(2)

(3)

(4)

(1)

{2}

(3)

(4)

Klasifikasi berdasarkan kepemilikan bangunan gedung sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf f, meliputi:
a. bangunan gedung milik negara, vaitu bangunan gedung untuk

keperluan perangkat daerah yang menjadi/akan menjadi kekayaan
milik negara dan diadakan dengan sumber pembiayaan yang berasal
dari dana APBN, dan/atau APBD, dan/atau sumber pembiuyaan lain,
seperti: gedung kantor dinas, gedung sekolah, gedung rumah sakit,
gudang, rumah negara, dan lain-lain;

b. bangunan gedung milik perorangan, yaitu bangunan gedung yang
merupakan kekayaan milik pribadi atau perorangan dan diadakan
dengan sumber pembiayaan dari dana pribadi atau perorangan;dan

c. bangunan gedung milik badan usaha, yaitu bangunan gedung vang
merupakan kekayaan milik badan usaha non pemerintah dan
diadakan dengan sumber pembiayaan dari dana badan usaha non
pemerintah tersebut.

de

Klasifikasi berdasarkan klas bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) hurufg,meliputi:

klas 1;
klas 2;
klas 3;
klas 4;
Klas 3,
klas 6;
klas 7;
klas 8;
klas 9; dan
klas 10.

a.

d.

f

d

J.

Pasal 8
Penentuan klasifikasi bangunan gedung atau bagian dari gedung
Buiteniukan berdasaikan funysi yany digunakan dalam percucainaan,
pelaksanaan atau perubahan yang diperlukan pada bangunan gedung.
Fungsi dan klasifikasi bangunan gedung harus sesuai dengan peruntukan
lokasi yang diatur dalam RTRW, RDTR, dan/atau RTBL.
Fungsi dan klasifikasi bangunan gedung diusulkan oleh pemilik bangunan
gedung dalam bentuk teknis bauguuan veduuy iuiclaiui
pengajuan permohunan PBG.
Penetapan fungsi persetujuan bangunan gedung dilakukan oleh
pemerintah daerah melalui penerbitan persetujuan bagunan gedung
berdasarkan RTRW, RDTR dan/atau RTBL, kecuali bangunan gedung
fungs: khusus oleh pemerintah

Pasal 9

Fungsi dan klasifikasi bangunan gedung dapat diubah dengan
mengajukan permohonan persetujuan bangunan gedungbaru.
Perubahan fungs: dan klasifikasi bangunan gedung sekagaimana
dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh pemilik dalam bentuk rencana
teknis bangunan gedung sesuai dengan peruntukan lokasi yang diatur
daiam RTRW, RDTR dan/atauRTBL.
Perubahan fungsi dan klasifikasi bangunan gedung wajib diikuti dengan
pemenuhan persvaratan administratif dan persvaratan teknis bangunan
gedung yang baru.
Perubahan fungsi dan klasifikasi bangunan gedung harus diikuti dengan
perubanan data fungsi dan kiasifikasi bangunan gedung.



(5) Perubahan fungsi dan klasifikasi bangunan gedung ditetapkan oleh
pemerintah daerah dalam persetujuan bangunan gedung, kecuali
bangunan gedung fungsi khusus ditetapkan oleh pemerintah pusat.

BAB III
PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG

Pasal 10

Sctiap bangunan gedung diacus memenuli staida tehius banguoan
geduny sesuai dengan fungsi dan klasifikasi bangunan gedung.

(2) Penggunaan ruang di atas dan/atau di bawah tanah dan/ atau air untuk
bangunan gedung harus dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(3) Dalam hal bangunan gedung merupakan bangunan gedung adat dai
cagar budaya, bangunan gedung mengikuti ketentuan khusus sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar teknis sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

(S) Ketentuan teknis bangunan gedung meliputi:
a. standar perencanaan dan perancangan Bangunan Gedung;
b. standar pelaksanaan dan pengawasan konstruksi Bangunan Gedung;

standar Pemaniaatan Bangunan Gedung;
d. standar Pembongkaran Bangunan Gedung;
e. standar Penyelenggaraan BGCB yang dilestarikan;
f. standar Penyelenggaraan BGFK;
g. standar Penyelenggaraan BGH;
h. standar Penvelenggaraan BGN:
i ketentuan dokumen; dan
j ketentuan pelaku Penyelenggaraan Bangunan Gedung;

Bagian Kesatu
Standar Perencanaan dan Perancangan Bangunan Gedung

Pasal 11
Standar perencanaan dan perancangan Bangunan Gedung sebagaimana
dimaksiid dalam Pasal 10 Avat (5) hurmfa meliputi:

ketentuan tata bangunan;
. ketentuan keandalan Bangunan Gedung;
Keicniuan BDangunan Gedung di atas dan/atau di dalam tanah, dan/aiau
air; dan

. ketentuan desain prototipe / purwarupa.

co
p

Paragraf 1

Ketentuan Tata Bangunan
Pasal 12

Ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a
melimiti ketentuan penintikan, intensitas dan arsitektur hangiinan gediing

Pasal 13

Ketentuan peruntukan bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasa]
12 sebagai meliputi:
a. bangunan gedung harus diselenggarakan sesuai dengan peruntukan lokasi

yang telah ditetapkan dalam RTRW, RDTR dan/atau RTBL.
b. pemerintah daerah wajib memberikan informasi mengenai RTRW, RDTR

dan/atau RTBL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada miasyarakat
secara Cuma-cuma.

d



(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(1)

informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berisi keterangan mengenai
peruntukan lokasi, intensitas bangunan yang terdiri dari kepadatan
bangunan. ketinggian bangunan. dan garis sempadan bangunan.
bangunan gedung yang dibangun:
1) di atas prasarana dan sarana umum;

c.

d.

2) di bawah prasarana dan sarana Umum,
3) di bawah atau di atas air;
4) di daerah jaringan transmisi listrik tegangan tinggi;
Db) di daerah yang berpotensi bencana alam; dan
6) di Kawasan Keselamatan Operasional Penerbangan (KKOP};
7) harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan

memperoleh pertimbangan serta persetujuan dari pemerintah daerah
dan/atau instansi terkait lainnya.

dalam hal ketentuan mengenai peruntukan lokasi sebagaimana dimaksud
pada huruf a belum ditetapkan, maka ketentuan mengenai peruntukan
lokasi sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat diatur dalam peraturan
humots
dalam hal terjadi perubahan RTRW, RDTR dan/atau RTSL_ yang
mengakibatkan perubahan peruntukan lokasi, fungsi bangunan gedung
yang tidak sesuai dengan peruntukan yang baru harus disesuaikan.
terhadap kerugian yang timbul akibat perubahan peruntukan lokasi
sebagaimana dimaksud pada huruf a pemerintah daerah me mberikan
penggantian yang layak kepada pemilik bangunan gedung sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

€.

f
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Pasal 14

Ketentuan intensitas bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 12 sebagai michput .

a. kelentuan kepadatan,
b. ketinggian bangunan gedung;
c. jarak bebas bangunan gedung;
d. berdasarkan ketentuan yang diatur dalam RTRW, RDTR; dan/atau
e. RTBL.
Ketentuan kepadatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,

meliputi ketentuan KLB, KDB dan KDH pada tingkatan tinggi, sedang dan
rendah.
Ketinggian bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,
meliputi ketentuan tentang jumlah lantai bangunan, tinggi bangunan dan
KLB pada tingkatan KLB tinggi. sedang dan rendah.

ketinggian bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak
boleh mengganggu lalu lintas pencrbangan.
Jarak bebas bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
c, meliputi ketentuan tentang garis sempadan bangunan (GSB) dan jarak
antara bangunan gedung dengan batas persil, jarak antar bangiinan, dan

jarak antara as jalan dengan pagar halaman.

Pembangunan bangunan gedung harus memenuhi persyaratan intensitas
sebayaimana dimaksud pada ayai (1j alau pendapat alli sesual dcilgan
ketentuan peraluran perundang-undangan.
Ketentuan lebih lanjut mengenai persvaratan intensitas bangunan gedung
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan bupatt.

Pasal 15

Ketentuan KLB sebagaimana dimaksud Pasal 14 ayat (2) ditentukan atas
dasar dava dukung lingkungan, pencegahan terhadap bahaya kebakaran,
kepentingan ekonomi, fungsi peruntukan, fungsi bangunan, keselamatan
dan kenyamanan bangunan, keselamatan dan kenyamanan umum.



(2)

(1)

(2)

(1)

(2)

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

(3)
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Ketentuan besarnya KLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan
dengan ketentuan dalam RTRW, RDTR, dan RTBL.

Pasal 16

Ketentuan KDB sebagaimana dimaksud Pasal 14 ayat (2) ditentiuukan alas
dasar kepentingau daya dukung lingkungan, pencegahan ieriadap
bahaya kebakaran, kepentingan ekonomi, fungsi bangunan, keselamatan
dan kenyamanan bangunan.
Ketentuan besaran KDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan
dengan ketentuan dalam RTRW, RDTR, dan RTBL.

Pasal 17

Ketentuan KDH sebagaimana dimaksud Pasa] 14 ayat (2) ditentuikan atas
dasa! kepeutingan daya dukung liugkungan, fangs: pesunituban, Tuuipsi

bangunan, kesehatan dan kenyamanan bangunan.
Ketentuan besarnya KDH_ sebagaimana dimaksud pada ayvat (1)
disesuaikan dengan ketentuan dalam RTRW, RDTR, dan RTBL.

Pasal 18

Jumlah lantai bangunan gedung dan tinggi bangunan gedung
sebagaimana dimaksud Pasal 14 ayat (3) ditentukan atas dasar
pertimbangan lebar jalan, fungsi bangunan, keselamatan bangunan.
keserasian dengan lingkungannya_ serta keselamatan lalu__lintas
penerbangan.
Bangunan gedung dapat dibuat bertingkat ke bawah tanah sepanjang
memungkinkan dan tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-
undangan.
Ketentuan besarnya jumlah lantai bangunan gedung dan tinggi bangunan
gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan
ketentuan dalam RTRW, RDTR, dan RTBL.

Pasal 19

Garis sempadan bangunan sebagaimana dimaksud Pasal 14 ayat (5)
ditentukan atas pertimbangan keamanan, kesehatan. kenvamanan dan
keserasian dengan lingkungan dan ketinggian bangunan.
Garis sempadan bangunan meliputi ketentuan mengenai jarak lbangunan
geduug dengan as jalan, tepi sungal, rel kereta api dan/aiau jaringan
listrik tegangan tinggi, dengan mempertimbangkan aspek keselamatan
dan keschatan.
Garis sempadan bangunan meliputi garis sempadan bangunan untuk
bagian muka, samping, dan belakang.
Penctapan garis sempadan bangunan berlaku untuk bangunan di atas
permukaan tanah maupun di bawah permukaan tanah (basemen).
Ketentuan besaran garis sempadan bangunan sebagaimana dimaksud
pada avat (1) disesuaikan dengan ketentuan dalam RTRW, RDTR, dan
RTBL.

aran garis sempadan bangunan
untuk kawasan khusus ditetapkan oleh bupati dengan pertimbangan dari
TPA BG.

(S
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Pasal 20

(1) Jarak antar bangunan, dan jarak antara as jalan dengan pagar halaman
stbayaimana ditnaksud Pasal 14 ayat (5) dilelapkan utiluk scliap ivkasi
stsuai dengan peruntukannya atas pertimbangan keselamatan,
kesehatan, kenyamanan, kemudahan, dan keserasian dengan lingkungan
dan ketinggian bangunan.

(2) Jarak antar bangunan, dan jarak antara as jalan dengan pagar halaman
yang diberlakukan per kaveling/persi] dan/atau perkawasan.

(3) Penetapan jarak anlar bangunan, dan jarak antara as jalan dengan pagar
halaman berlaku untuk di atas permukaan tanah maupun di bawah

permukaan tanah (basement).
(4) Penetapan jarak antar bangunan, dan jarak antara as jalan dengan pagar

halaman untuk di bawah permukaan tanah didasarkan pada
perlimbangan keberadaan alau rencana jaringan pembangunén uullilas
umum.

(5) Ketentuan besarnya jarak antar bangunan, dan jarak antara as jalan
dengan pagar halaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan
dengan ketentuan dalam RTRW, RDTR, dan RTBL.

(6) Ketentuan jarak antar bangunan, dan GSB untuk kawasan khusus dapat
diberikan dengan pertimbangan ahli dan ditctapkan dengan keputusan
Dupals.

Pasal 21

Ketentian arsitektur Banginan Gedung sehagaimana dimaksud Pasal 12

meliputi persyaratan penampilan bangunan gedung, tata ruang dalam,
kescimbangan, keserasian, dan kesclarasan bangunan gcdung, dengan
hngkKungarsiya, stita mermpertinbangkan adanya Kesennbangal ancara nilai-
nilai adat/tradisional sosial budaya setempat terhadap penerapan berbagai
perkembangan arsitektur dan rekayasa.

Pasal 22

(1) Persyaratan penampilan bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 21 discsuaikan dengan peneiapan apiiekiur baugunan di
dalam peraturan zonasi dalam RDTR dan/atau peraluran bupali tentang
RTBL.

(2) Penampilan bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada avat (1) harus

memperhatikan kaidah estetika bentuk, karakteristik arsitektur, dan

lingkungan vang ada di sekitarnya serta dengan mempertimbangkan
kaidah pelestanian.

(3) Penampilan bangunan gedung yang didirikan berdampingan dengan
bangunan gedung yalig dilestarikan, arus dirancang dengan
mempertimbangkan kaidah estetika bentuk dan karakteristik dari
arsitektur bangunan gedung yang dilestarikan.

(4) Pemerintah daerah dapat mengatur kaidah arsitektur tertentu pada suatu
kawasan setelah mendengar pendapat TPA BG dan pendapat masyarakat
dalam peraturan bupati.

Pasal 23

(1) Bentuk denah bangunan gedung sedapat mungkin simetris dan
sederhana guna mengantisipasi kerusakan akibat bencana alam.

(2) Bentuk bangunan gedung harus dirancang dengan memperhatikan
bentuk dan karakteristik arsitektur di sekitarnya dengan
mempertimbangkan terciptanya ruang luar bangunan yang nyaman dan

serasi terhadap lingkungannya.



(3) Bentuk denah bangunan gedung adat atau tradisional harus
memperhatikan sistem nilai dan kearifan lokal yang berlaku di lingkungan
masvarakat vang bersangkutan.

(4) Atap dan dinding bangunan gedung harus dibuat dari konstruksi dan
bahan yang aman dari kerusakan akibat bencana alam.

Paragraf 2
Ketentuan Keandalan Bangunan Gedung

Pasal 24
Ketentuan keandalan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal
11 huruf b melinuti ketentuan keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan
kemudahan Bangunan Gedung.

Pasal ZO
Ketentuan keselamatan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 24 meliputi ketentiian kemampuan hangunan gediing terhacan hehan
muatan, ketentuan kemampuan bangunan gedung terhadap bahaya
kebakaran dan ketentuan kemampuan bangunan gcdung tcrhadap bahaya
petu dan bahaya Kelistvikati.

Pasal 26

Ketentuan kemampuan bangunan’ gedung terhadap beban muatan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 meliputi struktur bangunar: gedung,
pembebanan pada bangunan gedung, struktur atas bangunan gedung.
struktur bawah bangunan gcdung, pondasi langsung, pondasi dalam,
keselamatan struktur, keruntuhan struktur dan persyaratan bahan.

Pasal 27

(1) Struktur bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada Pasal 26 harus
kual/kokoh, stabil daiam memikul beban dan memenuli persyaratan
keselamatan, persyaratan kelayanan selama umur yang direncanakan
dengan mempertimbangkan :

a. fungsi bangunan gedung, lokasi, keawetan dan kemungkinan
pelaksanaan konstruksi bangunan gedung;

b. pengaruh aksi sebagai akibat dari beban vang bekerja selama umur

lavanan struktur baik beban muatan tetap maupun semertara yang
timbul akibat gempa, angin, korosi, jamur dan serangga perusak;

c. pengaruh gempa terhadap substruktur maupun struktur bangunan
gedung sesuai zona gempanya,

d. struktur bangunan yang direncanakan secara daktail pada kondisi
pembebanan maksimum, sehingga pada saat terjadi keruntuhan,
kondisi strukturnya masih memungkinkan penyelamatan diri
penghuninya;

e. struktur bawah bangunan gedung pada lokasi tanah yang dapat
terjadi likuifaksi, dan;

f. keandalan bangunan gedung.
(2) Pembebanan pada bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada Pasal

26 harus dianalisis dengan memeriksa respon struktur terhadap beban
tetap, beban sementara atau beban knusus yang mungkin bexkerja selama
umur pelayanan sesuai dengan SNI yang berlaku.

(3) Struktur atas bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada Pasal 26
meliputi konstruksi beton, konstruksi baja, konstruksi kayu, konstruksi
bambu, konstruksi dengan bahan dan teknologi khusus dilaksanakan
dengan menggunakan standar SNI yang berlaku.
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Struktur bawah bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada Pasal 26
:zeliputi pondasi langsung dan pondasi dalam.
Pondasi langsung sebagaimana dimaksud pada ayat {4) harus
direncunakan sehingga dasarnya terletak di atas lapisan tanah yang
mantap dengan daya dukung tanah yang cukup kuat dan selama
berfungsinya bangunan gedung wudak mengaiami penurunan yang
melampaui batas.
Pondasi dalam sebagaimana dimaksud pada avat (4) digunakan dalam hal
lapisan tanah dengan daya dukung yang terletak cukup jauh di bawah
permukaan tanah sehingga pengguna pondasi langsurg dapat

berlebihan atau ketiduketabilan© rmenyebabkan penurunan 5 atau e
konstruksi.
Keselamatan struktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 merupakan
salah satu) penentuan tingkat keandalan struktur bangunan vang
diperoleh dari hasil pemeriksaan berkala oleh tenaga ahli vang
bersertifikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Keruntuhan struktur sebugaimana dimaksud dalum Pasal 26 merupakan
salah satu kondisi yang harus dihindari dengan cara melakukan
Pemeriksaan Berkaia ungkat keandalan bangunan gedung sesuai dengan
Peraturan peraturan perundang-undangan.
Persvaratan bahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal ‘26 harus
memenuhi persyaratan keamanan, keselamatan lingkungan dan
pengguna bangunan gedung serta sesuai dengan SNI terkait.

Pasal 28
Ketentuan kemampuan bangunan gedung terhadap bahaya kcbakaran
scbayaunana dunaksud dala Pasal 25 ineliputi sistem: pruicksi akul,
sistem proleksi pasil, persyaratan jalan ke luar dan aksesibilitas untuk
pemadaman kebakaran, persyaratan pencahayaan darurat, tanda arah ke
luar dan sistem peringatan bahava, persyaratan komunikesi dalam
bangunan gedung, persyaratan instalasi bahan bakar gas dan manajemen
penanggulangan kebakaran.
Setiap bangunan gedung kecuali rumah tinggal tunggal dan rumah deret
sederhana harus dilindungi dari bahaya kebakaran dengan sistem
protcksi akif yang meliputi sistem permadam kebakaran, system diteksi
dan alarm kebakaran, sistem pengendali asap kebakaran dan pusat
pengendali kebakaran.

(2)

Setiap bangunan gedung kecuali rumah tinggal tunggal dan rumah deret
sederhana harus dilindungi dari bahaya kebakaran dengan sistem
proteksi pasif dengan mengikuti SNI vang berlaku. Tata cara perencanaan
sistem proteksi pasif untuk pencegahan bahaya kebakaran pada
bangunan gedung, atau edisi terbaru dan SNI yang berlaku.

de

Ketentuan jalan ke iuar dan aksesibilitas untuk pemadaman kebakaran
meliputi perencanaan akses bangunan dan lingkungan untuk pe ncegahan
bahaya kebakaran dan perencanaan dan pemasangan jalan keluar untuk
penvelamatan sesuai dengan SNI yang berlaku.
Ketentuan pencahayaan darurat, tanda arah ke luar dan system
peringatan hahaya dimakeudkan untuk memberikan arahan bagi
pengguna gedung dalam keadaaan darurat untuk menyelamatkan diri
sesuai dengan SNI yang berlaku.
Ketentuan komunikasi dalam bangunan gedung sebagai penyediaan
sistem komunikasi untuk keperluan internal maupun untuk hubungan ke
luar pada saat terjadi kebakaran atau kondisi lainnya harmis_ sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai
telekomunikasi.
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Ketentuan instalasi bahan bakar gas meliputi jenis bahan bakar gas dan
instalasi gas yang dipergunakan baik dalam jaringan gas daerah maupun
gas tabung mengikuti ketentuan yang ditetapkan oleh instansi yang
berwenang.
Setiap bangunan gedung dengan fungsi, klasifikasi, luas, jumlah lantai
dan/atau jumloh penghuni tertentu harus mempunyai unit manajemen
protcksi kebakaran bangunan gedung.

Pasai 29
Ketentuan kemampuan bangunan gedung terhadap bahaya petir dan
bahaya kelistrikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 meliputi
persyaratan instalasi proteksi petir dan persyaratan sistem kelistrikan.
Ketentuan instalasi proteksi petir harus memperhatikan perencanaan
sistem proteksi petir, instalasi proteksi petir, pemeriksaan dan
pemeliharaan serta memenuhi SNI yang berlaku.
Ketentuan sistem kelistrikan harus memperhatikan perencanaan instalasi
listnk, jaringan distribusi listrik, beban listrik, sumber daya listrik,
transformator distribusi, pemeriksaan, pengujian dan pemeliharaan dan
memenuhi SNI yang berlaku.

al

Pasal 30
Setiap bangunan gedung untuk kepentingan umum harus dilengkapi
dengan sistem pengamanan yang memadai untuk mencegah terancamnya
keselamatan penghuni dan harta benda akibat bencana bahan peledak.
Sistem pengamanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan
kelengkapan pengamanan bangunan gedung untuk kepentingan umum
dari banaya banan peiedak, yang melipuii prosedur, peralatan dan
petugas pengamanan.
Prosedur pengamanan sebagaimana dimaksud dalam avat (2) merupakan
tata cara proses pemeriksanaan pengunjung bangunan gedung yang
kemungkinan membawa benda atau bahan berbahaya yang dapat
meledakkan dan/ateu membakar bangunean gedung dan/atau
pengunjung di dalamnya.
Peralatan pengamanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) merupakan
peralatan detektor yang digunakan untuk memeriksa pengunjung
bangunan gedung yang kemungkinan membawa benda atau bahan
berbahava yang dapat meledakkan dan/atau membakar bangunan
gedung dan/atau pengunjung di dalamnya.
Petugas pengamanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) merupakan
orang yang dibenkan tugas untuk memeriksa pengunjung bangunan
gedung yang kemungkinan membawa benda atau bahan berbahaya yang
dapat meledakkan dan/atau membakar bangunan gedung dan/atau
pengunjung di dalamnya.
Ketentuan sistem pengamanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2)
yang meliputi ketentuan mengenai tata cara perencanaan, pemasangan,
pemeliharaan instalasi sistem pengamanan disesuaikan dengan pedoman
dan Standar Teknis yang terkait.

Pasal 31
Ketentuan kesehatan bangunan gedung sebagaimana dalam Pasa! 24 meliputi
ketentuan sisiea pouglhawaau, pouvahayaan, sanitasi dau pongyuuaan balan
bangunan.
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Pasal 32
Sistem penghawaan bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam
Pasai Si dapat bet upa venilas: dau/atau veudlas: mekauik/buatan
sesuai dengan fungsinya.
Bangunan gedung tempat tinggal dan bangunan gedung untuk pelayanan
umum harus mempunyai bukaan permanen atau yang dapat dibuka
untuk kepentingan ventilasi alami dan kisi-kisi pada pintu dan :endela.
Ketcutuan (chuis sistem dau kebutulian veuddasi larus meugikud SNI
yang berlaku.

Pasal 33
Sistem pencahavaan bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 31 dapat berupa sistem pencahayaan alami dan/atau buatan
dan/atau pencahavaan darurat sesuai dengan fungsinva.
Bangunan gedung tempat tinggal dan bangunan gedung untuk pelayanan
umum harus mempunyai bukaan untuk pencahayaan alami yang optimal
disesudikan dengan fungsi vangunan geduny dan fungsi Uap-ap ruanpan
dalam bangunan gedung.
Sistem pencahayaan buatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
memenuhi persyaratan :

a. mempunyai tingkat iluminasi yang disyaratkan sesuai fungsi ruang
dalam dan tidak menimbulkan efek sileu/ pantulan,

b. sistem pencahayaan darurat hanya dipakai pada bangunan gedung
fungsi tertentu, dapat bekerja secara otomatis dan rnempunyai
lingkat pencahayaan yang cukup untuk evakuasi;

c. harus” dilengkapi dengan pengendali manual/otomatis dan
ditempatkan pada tempat yang mudah dicapai/dibaca oleh pengguna
ruangan.

Ketentuan teknis sistem pencahayaan harus mengikuti SNI yang berlaku.

Pasal 34
Sistem sanitasi bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31
Gapai bLerupa sistem al dala UDanyuuan godurg, system
pengolahan dan pemmbuanpan air limbah/kotor, persyaratan instalasi pas
medik, persyaratan penyaluran air hujan, persyaratan fasilitasi sanitasi
dalam bangunan gedung (saluran pembuangan air kotor, tempat sampah,
penampungan sampah dan/atau pengolahan sampah).
Sistem air minum dalam bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) harus direncanakan dengun mempertimbangkan sumber air
minum, kualitas air bersih, sistem distribusi dan penampungannya.
Ketentuan air minum dalam bangunan gedung harus mengikut!:
a. kualitas air minum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan mengenai persvaratan kualitas air minum dan Pedoman
Teknis mengenai sistem plambing;

b. SNI yang berlaku, dan
c. pedoman dan/atau pedoman teknis terkait.

(2

Pasal 35
Sistem pengolahan dan pembuangan air limbah/kotor sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 34 harus direncanakan dan dipasang dengan
mempertimbangkan jenis dan tingkat bahayanya yang diwujucikan dalam
bentuk pemilihan sistem pcngaliran/pcmbuangan dan pcnggunaan
peralatan yang dibutuhkan dan sistem pengolahan dan pembuangannya.
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Air limbah beracun dan berbahaya tidak boleh digabung dengan air
limbah rumah tangga, yang sebelum dibuang ke saluran terbuka harus
diproses sesuai dengan pedoman dan standar teknis terkait.
Ketentuan teknis sistem air imbah harus mengikutu SNI yang berlaku.

Pasal 36
Ketentuan instalasi gas medik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34
wajib diberlakukan di fasilitas pelayanan kesehatan di rumah sakit,
rumah perawatan, fasilitas hiperbank, klinik bersalin dan fasilitas
kesehatan lainnya.
Potensi bahaya kebakaran dan ledakan yang berkaitan dengan system
perpipaan gas medik dan sistem vacum gas medik harus dipertimbangkan
pada saat perancangan, pemasangan. pengujian. pengoperasian dan
pemeliharaannya.

(2

Ketentuan instansi gas medik harus mengikuti SNI yang berlaku.

Pasal 37
Sistem air hujan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 harus
dive;ntauakan dan dipasang dengan iucinpeitunbaugkan ketiliggiai
penmukaan air tanah, permeabililas tanah dan ketersediaan jaringan
drainase lingkungan/ kota.
Setiap bangunan gedung dan pekarangannya harus dilengkapi dengan
sistem penyaluran air hujan baik dengan sistem peresapan air ke dalam
tanah pekarangan dan/atau dialirkan ke dalam sumur resapan sebelum
dialirkan ke jaringan drainase lingkungan.
Sistem penyaluran air hujan harus dipelihara untuk mencegah terjadinya
endapan dan penyumbatan pada saluran.
Ketentuan penyaluran air hujan harus mengikuti ketentuan SNI yang
berlaku.

Pasal 38
Sistem pembuangan kotoran, dan sampah dalam bangunan gedung
scvagannana dinaksud dalam Pasal 34 harus divencanakan dai dipasaiy
dengan mempertunbangkan fasilitas penampungan dan jenisnya.
Pertimbangan fasilitas penampungan diwujudkan dalam bentuk
penyvediaan tempat penampungan kotoran dan sampah pada bangunan
gedung dengan memperhitungkan fungsi bangunan, jumlah penghuni dan
volume kotoran dan sampah.
Pertimbangan jenis kotoran dan sampah diwujudkan dalam bentuk
penempatan pewadahan dan/atau pengolahannya yang tidak menggangegu
kesehatan penghuni, masyarakat dan lingkungannya.
Pengembang perumahan wajib menyediakan wadah sampah, alat
pengumpul dan tempat pembuangan sampah sementara, sedangkan
pengangkatan dan pembuangan akhir dapat bergabung dengan sistem
yang sudah ada.
Potensi reduksi sampah dapat dilakukan dengan mendaur ulang
dan/atau memanfaatkan kembali sampah bekas.
Sampah beracun dan sampah rumah sakit, laboratoriun dan pelayanan
medis harus dibakar dengan insinerator yang tidak menggangu
lingkungan.

(5)



Pasal 39

(1) Bahan bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 harus
aman bagi kesehatan pengguna bangunan gedung dan tidak
menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan serta penggunannya
dapat menunjang pelestarian lingkungan.

(2) Bahan bangunan yang aman bagi kesehatan dan tidak menimbulkan
dampak penting harus memenuhi kriteria:
a. tidak mengandung bahan berbahaya/beracun bagi kesehatan

pengguna bangunan gedung;
e. tidak menimbulkan efek silau bagi pengguna, masvarakat dan

lingkungan sekitarnya;
f. tidak menimbulkan efek peningkatan temperatur;
&. scsuai dengan prinsip konservasi; dan
h. ramah lingkungan.

Pasal 40
Ketentuan kenyamanan bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal
24 meliputi kenyamanan mang gerak dan hubungan anter ruang,
kenyamanan kondisi: udara dalam ruang, kenyamanan pandangan, serta
kenyamanan terhadap tingkat getaran dan kebisingan.

Pasal 41

(1) Ketentuan kenyamanan ruang gerak dan hubungan antar ruang
sebagaiimana Uinaksud dalam Pasal 40 merupakan tingkat kenyaimanan
yang diperoleh dan dimensi ruang dan tata letak ruang serta sirkulasi
antaruang yang memberikan kenyamanan bergerak dalam ruangan.

(2) Ketentuan kenyamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
mempertimbangkan fungsi ruang, jumlah pengguna, perabot/furnitur,
aksesibilitas ruang dan persvaratan keselamatan dan kesehatan

a

Pasal 42

(1) Ketentuan kenyamanan kondisi udara di dalam ruang sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 40 merupakan tingkat kenyamanan yang diperoleh
dari temperatur dan kelembaban di dalam ruang untuk terselenggaranva
fungsi bangunan gedung.

(2) Ketentuan kenyamanan kondisi udara sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) narus mengikuu SN] yang beriaku.

Pasal 43

(1) Ketentuan kenyamanan pandangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
40 merupakan kondisi dari hak pribadi pengguna yang di dalam
melaksanakan kegiatannya di dalam gedung tidak terganggu bangunan
gcdung lain di sckitarnya.

(2) Ketentuan kenyamanan pandangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
harus memperumbangkan kenyamanan pandangan dari daiam bangunan,
ke luar bangunan, dan dari luar ke ruang-ruang tertentu dalam bangunan
gedung.

(3) Ketentuan kenyamanan pandangan dari dalam ke luar bangunan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mempertimbangkan:
a. gubahan massa bangunan, rancangan bukaan, tata ruang dalam dan

luar bangunan dan rancangan bentuk luar bangunan;
b. pemanfaatan potensi ruang luar bangunan gedung dan penyediaan

Nada.



(4) Ketentuan kenyamanan pandangan dari luar ke dalam bangunan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mempertimbangkan:
a. rancangan bukaan, tata ruang dalam dan luar bangunan dan

rancangan bentuk luar bangunan,
b. keberadaan bangunan gedung yang ada dan/atau yang akan ada di

sekitar bangunan gedung dan penyediaan RTH.
c. pencegahan terhadap gangguan silau dan pantulan sinar.

(5) Ketentuan kenyamanan pandangan pada bangunan gedung sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) harus memenuhi ketentuan daiam
standar teknis terkait

Pasal 44

(1) Ketentuan kenyamanan terhadap tingkat gctaran dan kebisingan
sebugaiinana dimaksud dalani Pasal 40 merupakan tifigkal Kemyailialiasn
yang ditentukan oleh satu keadaan yang tidak mengakibatkan pengguna
dan fungsi bangunan gedung terganggu oleh getaran dan/atau kebisingan
yang timbul dari dalam bangunan gedung maupun lingkungannya.

(2) Untuk mendapatkan kenyamanan dari getaran dan_ kebisingan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penyelenggara bangunan gedung
harus memperlimbangkan jenis kegiatan, penggunaan peralatan dan/atau
sumber getar dan sumber bising lainnya yang berada di dalam raaupun di
luar Languian gpeduiup.

(3) Ketentuan kenyamanan terhadap tingkat getaran dan kebisingan pada
bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi
ketentuan dalam standar teknis mengenai tata cara perencanaan
kenyamanan terhadap getaran dan kebisingan pada bangunan gedung

Pasal 45

Ketentuan kemudahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 mceliputi
kemudalian lubunugan ke, dani dan di dalam bangudau geduiug sera

kelengkapan sarana dan prasarana dalam pemanfaatan bangunan gedung.

Pasal 46

(1) Kemudahan hubungan ke, dari dan di dalam bangunari gedung
scebayaiinana dimakoud dalam Pasal 45 meliputi tersediainya fasilitas dati
aksesibilitas yang mudah, aman dan nyaman termasuk pcnyandang
cacat, anak-anak, ibu hamil dan lanjut usia.

(2) Penvediaan fasilitas dan aksesibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) harus mempertimbangkan tersedianya hubungan horizontal dan
vertikal antar ruang dalam bangunan gedung, akses evakuasi termasuk
bagi penyandang cacat, anak-anak, ibu hamil dan lanjut usia.

(3) Bangunan gedung umum yang fungsinya untuk kepentingan publik,
harus menyediakan fasilitas dan kelengkapan sarana nubungan vertikal
bagi semua orang termasuk manusia berkebutuhan khusus.

(4) Setiap bangunan gedung harus memenuhi persyaratan kemudahan
hubungan horizontal berupa tersedianya pintu dan/atau koridor yang
memadai dalam jumlah, ukuran dan jenis pintu, arah bukaan pintu yang
dinertimbangkan berdasarkan besaran ruangan, fangsi ruangan dan
jumlah pengguna bangunan gedung.

(5) Ukuran koridor sebagai akses horizontal antar ruang dipertirnbangkan
berdasarkan fungsi koridor, fungsi ruang dan jumlah pengguna.

(6) Kelengkapan sarana dan prasarana harus disesuaikan dengan fungsi
bangunan gedung dan persyaratan lingkungan bangunan gedung.
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Pasal 47

Setiap bangunan bertingkat harus menyediakan sarana_ lhubungan
veliikal ania lanial yang memadal uniuk leiselenggaranya furgsi
bangunan gedung berupa tangga, ram, lift, tangga berjalan (eskalator)
atau lantai berjalan (travelator).
Jumlah, ukuran dan konstruksi sarana hubungan vertikal harus
berdasarkan fungsi bangunan gedung, luas bangunan dan jumlah
pengguna ruang serta keselamatan pengguna bangunan gedung.
Bangunan gedung dengan ketinggian di atas 5 (lima) lantai harus
menyediakan lif penumpang.
Setiap bangunan gedung yang memiliki lif penumpang harus
menyediakan lif khusus kebakaran, atau lift penumpang yang dapat
difungsikan sebagai lif kebakaran yang dimulai dari lantai dasar
bangunan gedung.
Ketentuan kemudahan hubungan vertikal dalam bangunan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) mengikuu SN1 yang berlaku.

Paragraf 3
Ketentuan Bangunan Gedung di atas dan/atau di dalam Tanah, dan /atau Air
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Pasal 48
Ketentuan Bangunan Gedung di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau
air dan/atau prasarana atau sarana umum sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 11 huruf c dilaksanakan sesuai standar perencanaan dan
perancangan Bangunan Gedung.
Selain mengikuti standar perencanaan dan perancangan SBangunan
Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1}, perencanaan dan
perancangan harus mempertimbangkan:

lokasi penempatan Bangunan Gedung;
arsiteKktur Bangunan Gedung;
sarana keselamatan;
struktur Bangunan Gedung; dan
sanitasi dalam Bangunan Gedung.

angunan Gedung di dalam tanah harus memenuhi ketentuan:
RDTR dan/atau RTBL:
bukan untuk fungsi hunian;
tidak mengganggu fungsi sarana dan prasarana umum yang berada
di dalam tanah, dan
keandalan Bangunan Gedung scsuai fungsi dan klasifikasi Bangunan
Gedung.

Dalam hal Bangunan Gedung atau bagian Bangunan Gedung dibangun di
luar tapak di dalam tanah selain mengikuti ketentuan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dibutuhkan persetujuan dari pihak terkait.
Bangunan Gedung di dalam dan/atau di atas permukaan air harus
memenuhi ketentuan:
a. RTRL. rencana tata ruang wilavah, RDTR dan/atau RTBL:
b. tidak mengganggu keseimbangan lingkungan, dan fungsi lindung

kawasan,
c. tidak menimbulkan perubahan arus air yang dapat merusak

lingkungan;
tidak menimbulkan pencemaran;
telah mempertimbangkan keandaian Bangunan Gedung sesuai fungsi
dan klasifikasi Bangunan Gedung; dan

f. mendapatkan persetujuan dari pihak terkait.

Bs
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(5)

Bangunan Gedung di atas dan/atau di dalam prasarana dan/atau sarana
umum harus memenuhi ketentuan:
a. rencana tata ruang wilavah. RDTR dan/atau RTBL:
b. tidak menggangeu fungsi prasarana dan sarana umum yang berada

di atas, di bawahnya, dan/atau di sekitarnya;
c. tetap memperhaukan keserasian Bangunan Gedung terhadap

lingkungannya; dan
d. telah mempertimbangkan keandalan Bangunan Gedung sesuai fungsi

dan kiasifikasi Bangunan Gedung.
Dalam hal Bangunan Gedung berada di dalam tanah yang melintasi atau
dilintasi prasarana dan/atau sarana umum, harus memenuhi ketentuan:

rencana tata ruang wilavah, RDTR, dan/atau RTBL;
tidak diperuntukkan sebagai fungsi hunian atau tempat tinggal;
tidak menggangeu fungsi prasarana dan sarana di dalam tanah;
telah mempertimbangkan keandalan Bangunan Gedung sesuai fungsi
dan klasifikasi Bangunan

Gedung; dan
e€. mempertimbangkan daya dukunglingkungan.
PBG untuk Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat
(4), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) harus mendapat pertimbangan teknis
TPA Ba.
Dalam hal belum terdapat RTRL, rencana tata ruang wilayeh, RDTR,
dan/atau RTBL sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, ayat (5)
huruf a, ayat (6) huruf a, dan ayat (7) huruf a, penetapan peruntukan
lokasi harus memperoleh persetujuan kepala daerah atas pertimbangan
TPA.

Pasal 49
Ketentuan lokasi penempatan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud
dala Pasal 48 ayai (2) huruf a ditciapkan vag.
a. bangunan Gedung yang dibangun di dalam tanah,
b. bangunan Gedung yang dibangun di atas dan/atau cdi bawah

prasarana dan/atau sarana umum; dan
c. bangunan Gedung yang dibangun di bawah dan/atau di atas

permukaan air.
Ketentuan lokasi penempatan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a meliputi:
a. lokasi pelectakan Bangunan Gedung harus mempertimbangkan

kondisi geologis dan topografis yang aman bagi Bangunan “yedung di
dalam tanah berdasarkan studi kelayakan;b. berada pada daeran yang memilikikondisi struktur lapisan dan sifat
deformasi tanah relatif stabil untuk menahan beban dan penurunan
tanah akibat penggalian atau beban Bangunan Gedung; dan

c. berada pada daerah yang memiliki kondisi permukaan air tanah.
tekanan rembesan air, dan potensi banjir yang relatif rendah.

Dalam hal kondisi permukaan air tanah, tekanan rembesan air. dan
potensi banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hurufc relatif rendah,
perlu dilakukan upaya antisipasi terhadap risiko kebocoran atau
rembesan air ke dalam Bangunan Gedung.
Penempatan Bangunan Gedung di dalam tanah harus sesuai ketentuan
jenis fasilitas prasarana umum terpadu di bawah tanah yang harus
diperhaukan dan/atau diintegrasikan saat membangun fsangunan
Gedung di bawah tanah.
Penempatan Bangunan Gedung di dalam tanah yang direkomendasikan
lavak dan aman sebagai tempat manusia melakukan kegiatan, berada
pada kedalaman antara 0 m (nol meter) sampai dengan -30 m (minus tiga
puluh meter) di bawah permukaan tanah.

Cc



(6)

(7)
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(2)

Dalam hal Bangunan Gedung yang dibangun di dalam tanah digunakan
untuk menyimpan atau memproduksi bahan radioaktif, racun, bahan
mudah terbakar. bahan peledak. dan bahan lain vang sifatnva mudah
meledak, maka harus memenuhi ketentuan:
a. lokasi Bangunan Gedung terletak di luar lingkungan perumahan

atau berjarak tertentu dari jalan umum, jalan kereta api, dan
Bangunan Gedung lain di sekitarnya sesuai persetujuan Pemerintah
Daerah;

b. bangunan Gedung yang didirikan harus terietak pada jarak tertentu
dan batas persil atau Bangunan Gedung lainnya dalam persil sesuai
persetujuan Pemerintah Daerah; dan

c. harus dapat menjamin keamanan keselamatan serta Kesehatan
Pengguna dan lingkungannya.

Ketentuan lokasi penempatan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b meliputi:
a. penempatan Bangunan Gedung dan/atau bagian Bangunan Gedung

udak mengganggu fungsi dan kinerja prasarana dan sarana umum
yang berada di atas dan/atau di bawahnya;

b. pcenempatan Bangunan Gedung dan/atau bagian Bangunan Gedung
tetap memperhatikan keserasian Bangunan Gedung terhadap
lingkungannya; dan/atau

c. lokasi penempatan Bangunan Gedung tidak mengganggu kelancaran
arus lalu lintas kendaraan, orang, maupun barang.

Ketentuan lokasi penempatan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud
pada avat (1) hurufc meliputi:
a. lokasi peletakan Bangunan Gedung yang dekat dengan mata air

harus melindungi keberadaan mata air tersebut, titik !okasinya,
kapasitas pasokan air dan kontinuitas pasokannya, kualitas atau
baku mutu airnya, maupun biota yang hidup di dalamnya;b. posisi dan/atau jarak penempatan Bangunan Gedung dan/atau
bagian bangunan yang berhubungan iangsung dengan air, harus
menjamin tidak menggangegu keseimbangan lingkungan dan fungsi
lindung kawasan dan/atau menimbulkan perubahan atau arus air
yang dapat merusak lingkungan; dan/atau

c. bangunan Gedung tidak boleh mengganggu kegiatan transportasi air.
Ketentuan lokasi Penempatan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) hurufa, huruf b, dan hurufc meliputi:

bangunan Gedung bukan digunakan untuk menyimpan atau
memproduksi bahan peiedak dan bahan iain yang sifainya mudan
meledak; dan

b. bangunan Gedung bukan digunakan untuk menyimpan atau
memproduksi bahan radioaktif, racun, bahan mudah terbakar atau
bahan lain yang berbahaya.

(9)

Pasa] 50
Ketentuan arsitektur Bangunan Gedung di atas dan/atau dalam tanah
dau/faiau au dau/alau piasaiaua alau saiaiua st Daya ittiasia
dimnaksud dalam Pasal 48 ayat (2) huruf b melipuli ketentuan:
a. penampilan Bangunan Gedung;
b. tata ruang dalam: dan
c. keseimbangan, keserasian, serta keselarasan Bangunan Gedung dan

lingkungan.
Perancangan penampilan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a mempertimbangkan kaidah estetika Bangunan Gedung,
bentuk, karakteristik arsitektur Bangunan Gedung, dan lingkungan
Pprasarana atau surana umum yang berada di sekitarnya serta tidak
membahayakan Masyarakat sekitarnya.



(3)

(4)
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(2)

(1)

Perancangan tata ruang dalam sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b mempertimbangkan prinsip umum rancangan tata ruang dalam
untuk Bangunan Gedung di atas dan/atau di dalam tanah dan /atau air
dan/atau prasarana atau sarana umum.

Prinsip umum rancangan tata ruang dalam sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) meputi:
a. kecjclasan, kemudahan aksesibilitas dan orientasi, penciptaan

hubungan visual antarruang, dan penciptaan suasana di dalam
Bangunan Gedung yang dapat memberikan kesan yang nyaman,
terbuka atau lapang, atau luas dan aman;

b. penerapan pola tata ruang dalam yang menggunakan prinsip sistem
jalur. aktivitas di simpul, dan tetenger;

Cc. penerapan pola rancangan yang memperhatikan penggunaan warna,
pola garis dan tekstur: dan

d. penyediaan ruang atau akses khusus yang menghubungken dengan
ruang luar atau terbuka secara langsung dengan permukaan tanah.

n.

Ketentuan keseimbangan, keserasian, serta keselarasan Rangunan
Gedung dan lingkungun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c

meliputi:
a. perencanaan bentuk, penampilan, material maupun warna harus

dirancang memenuhi kaidah keindahan dan keserasian lingkungan
yang telah ada dan/atau yang direncanakan sesuai dengan
fungsinya; dan

b. perencanaan Bangunan Gedung harus mempertahankan potensi
unsur alami vang ada dalam tapak secara optimal dan
mempertimbangkan keserasian Bangunan Gedung dengan potensi
arsitektural lanskap yang ada.

Pasal 51

Setiap Bangunan Gedung di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air
datijaiau piasaraua aiau umum Larus dilengkapi dengan fasilitas
dan peralatan yang digunakan sebagai sarana keselamalan scbagaimana
dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) huruf c dalam kondisi darurat seperti
kebakaran. gempa, dan banjir.
Fasilitas dan peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

jalur penvelamatan dan pintu darurat:
tangga darurat dan/atau elevator darurat;
ruang kompartemen,
lampu dan tanda darurat,
sistem deteksi, alarm, dan komunikasi darurat;
sumber listrik darurat;
ruang pusat pengendali keadaan darurat;
sistem pengendalian asap;
perlengkapan alat pemadam api; dan
penggunaan konstruksi bangunan yang tahan api, tahan gempa,
dan/atau kedap ar.

m
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Pasal 52

Struktur Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pas.al 48 ayat
(2) luuiuf d di alas dan/atau di dalam tanal dan/ai dan/aiau prasarana
alau sarana umum, harus direncanakan mampu memikul semua jenis
beban dan/atau pengaruh luar yang mungkin bekerja selama kurun
waktu umur layan struktur.



(2)

(3)

(1)

(2)

(1)

(2)

(3)

Struktur Bangunan Gedung di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau
air dan/atau prasarana atau sarana umum paling sedikit harus
direncanakan:
a. mampu menahan beban statis;
b. mampu menahan beban dinamik; dan
c. mampu menahan tekanan air tanah dan daya rembesan air tanah.
Perencanaan struktur Bangunan Gedung di atas dan/atau di dalam tanah
dan/atau air dan/atau prasarana atau sarana umum dilaksanakan sesuai
ketentuan keandaian Bangunan Gedung.

Pasal 53

Setiap Bangunan Gedung di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air
dan/atau prasarana atau sarana umum yang memiliki bagian bangunan
vang berada atau muncul di atas permukaan tanah harus dilengkapi
dengan sanitasi dalam Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 48 ayat (2) huruf e berupa saluran drainase muka tanah (surface
drainage} dan/atau saluran drainase bawah tanah {sub surface crainage}.
Perencanaan sanitasi dalam Bangunan Gedung di atas dan/atau di dalam
tanah dan/atau air dan/atau prasarana atau sarana umum dilaksanakan
sesuai ketentuan keandalan Bangunan Gedung.

Paragraf 4
Ketentuan Desain Prototipe/Purwarupa

Pasa] 54

Ketentuan desain prototipe/purwarupa sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 11 huruf d dapat digunakan dalam perencanaan teknis untuk
Bangunan Gedung.
Lembaga/Instansi dan/atau. Masyarakat dapat menyusur desain
prototipe /purwarupa.
Dalam menyusun desain prototipe/purwarupa sebagaimana dimaksud
ayat (2), Pemerintah Daerah, atau Masyarakat harus berdasarkan pada:

pemenuhan Standar Teknis;
pemenuhan ketentuan pokok tahan gempa;
pertimbangan kondisi geologis dan geografis;
pertimbangan ketersediaan bahan bangunan;
pemenuhan kriteria desain sesuai dengan kebutuhan pembangunan,;
dan

f. pertimbangan kemudahan pelaksanaan konstruksi.
Desain prototipe/purwarupa yang disusun sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) diusulkan kepada dinas teknis untuk ditetapkan.
Desain prototipe/purwarupa yang telah ditetapkan oleh dinas_ terkait
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dicantumkan di dalam SIMBG.
Dalam penggunaan desain prototipe/purwarupa sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), Pemilik dapat melakukan penyesuaian sepanjang tetap
memperhatikan ketentuan persyaratan pokok tahan gempa.
Penvesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (6) harus dilakukan oleh
arsitek atau TPT.
Desain prototipe/purwarupa diatur lebih lanjut dalam peraturan bupati.
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Bagian Kedua
Standar Pelaksanaan dan Pengawasan Konstruksi Bangunan Gedung

Paragraf 1

Pelaksanaan Konstruksi
Pasal 55

Standar pelaksanaan konstruksi bangunan gedung sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 10 ayat (5) huruf b meliputi kegiatan
pembangunan baru, perbaikan, penambahan, perubahan dan/atau
pemugaran bangunan gedung dan/atau instalasi dan/atau perlengkapan
bangunan egedung.
Pelaksanaan konstruksi bangunan gedung dimulai setelah pemilik
bangunan gedung memperoleh PBG dan dilaksanakan berdasarkan
dokumen rencana teknis yang telah disahkan.

(2)

Pelaksana bangunan gedung adalah orang atau badan hukum vang telah
memenuhi svarat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan
kecuali ditetapkan lain oleh pemerintah daerah.
Dalam melaksanakan pekerjaan, pelaksana bangunan wajib mengikuti

keten(uan dau syaiat-syaial pembanguuan diictaphan dalam
PBG.

Pasal 56

Pelaksanaan konstruksi didasarkan pada dokumen rencana teknis yang
scsuai Uetipan PBG.
Pelaksanaan konstruksi bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) berupa pembangunan bangunan gedung baru, perbaikan,
penambahan, perubahan dan/atau pemugaran bangunan gedung
dan/atau instalasi dan/atau perlengkapan bangunan gedung.

Pasal 57

Kegiatan pelaksanaan konstruksi bangunan gedung setagaimana
dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) terdiri alias kegiaian pemeriksaan
dokumen pelaksanaan oleh pemerintah daerah, kegiatan persiapan
lapangan, kegiatan konstruksi, kegiatan pemeriksaan akhir pekerjaan
konstruksi dan kegiatan penyerahan hasil akhir pekerjaan.
Pemeriksaan dokumen pelaksanaan sebagaimana dimaksud paca ayat (1)
melinuti pemeriksaan kelengkapan, kebenaran dan keterlaksanaan
konstruksi dan semua pelaksanaan pekerjaan.
Persiapan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi
penvusunan program pelaksanaan, mobilisasi sumber davya dan

penviapan fisik lapangan.
Kegiatan konstruksi meliputi kegiatan pelaksanaan konstruksi di
lapangan, pembuatan laporan kemajuan pekerjaan, penyusunan gambar
kerja pelaksanaan (shop drawings) dan gambar pclaksanaan pekerjaan
sesuai dengan yang telah diiaksanakan (us buiit drawings) serta kepiatan
masa pemeliharaan konstruksi.
Kegiatan pemeriksaaan akhir pekerjaan konstruksi meliputi pemeriksaan
hasil akhir pekerjaaan konstruksi bangunan gedung terhadap ke-sesuatan
dengan dokumen pelaksanaan yang berwujud bangunan gedung yang laik
fungsi dan dilengkapi dengan dekumen pelaksanaan kenstruks:, gambar
pelaksanaan pekerjaan (as built drawings), pedoman pengoperisian dan

pemeliharaan bangunan gedung, peralatan serta perlengkapan imekanikal
dan eiekurikai serta dokumen penyerahan hasil pekerjaan.



(6) Berdasarkan hasil pemeriksaan akhir sebagaimana dimaksud pada avat
(5), pemilik bangunan gedung atau penyedia jasa/pengembang
mengajukan permohonan penerbitan sertifikat laik fungsi hangunan
gediing kepada pemerintah daerah.

Drennan f a

Pengawasan Konstruksi
Pasal 58

Standar pengawasan konstruksi bangunan gedung sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 10 ayat (5) huruf b sebagai berikut:
a. Pelaksanaan konstruksi wayib diawasi oleh petugas pengawas pe'aksanaan

konstruksi.
b. Pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan gedung meliputi pemcriksaan

kesesuaian fungsi, ketentuan tate bangunan, keselamatan, keschatan,ik

kenyamanan dan kemudahan, dan PBG.

Pasai 59

Petugas pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf a berwenang:
@. omemasuki dan mengadakan pemeriksaan di tempat peluksanaan

konstruksi setelah menunjukkan tanda pengenal dan surat tuga:s.
b. menggunakan acuan peraturan umum bahan bangunan, rencana kerja

syarat-syarat dan PBO.
c. memenntahkan untuk menyingkirkan bahan bangunan dan bangunan

yang tidak memenuhi syarat, yang dapat mengancam kesehatan dan
keselamatan umum.

d. menghentikan pelaksanaan konstruksi, dan melaporkan kepada instansi
vang berwenang.

di

Bagian Ketiga
Standar Pemanfaatan Bangunan Gedung

Pasal 60
Standa: pemaniaaian bangunan gedung scbagalmana dimaksud dalam
Pasal 10 ayat (5) huruf c dilakukan oleh Pemilik atau Pengelola Bangunan
Gedung melalui divisi yang bertanggung jawab atas Pemeliharaan dan
Perawatan Bangunan Gedung, serta pemeriksaan berkala, atau penvedia
jasa yang kompeten di bidangnya.

(2) Pemanfaatan Bangunan Gedung dilakukan melalui kegiatan Pemeliharaan
dan Perawatan Bangunan Gedung, serta pemeriksaan berkala bangunan
agar Bangunan Gedung tetap laik fungsi sebagai Bangunan Gedung,
melalu kegiatan yang meliputi:
@. penyusunan rencana Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan

Gedung, serta pemeriksaan berkala;
b. peliaksanaan sosiaiisasi, promosi, dan edukasi kepada Pengguna

dan/atau Pengunjung Bangunan Gedung;
c. pelaksanaan kegiatan Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan

Gedung, serta pemeriksaan berkala;
d. pengelolaan rangkaian kegiatan Pemanfaatan, termasuk pengawasan

dan evaluasi: dan
e. penyusunan laporan’ kegiatan Pemeliharaan dan Perawatan

Bangunan Gedung serta pemeriksaan berkala.
(3) Keluaran pada tahap Pemanfaatan Bangunan Gedung terdiri atas:

a. dokumen rencana Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung
serta pemeriksaan berkala beserta laporannya secara periodik;

b. panduan prakus Penggunaan bagi Pemilik dan Pengguna; dan
c. dokumentasi seluruh tahap pemanfaatan.
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Bagian Keempat
Standar Pembongkaran Bangunan Gedung

Fusal G1
Standar Pembongkaran Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 10 ayat (5) hurufd terdiri atas:

penetapan Pembungkaran Bangunan Gedung;
peninjauan Pembongkaran Bangunan Gedung;
pelahsanaau Pemmbuupgharau Bangunan Gedung,
pengawasan Pembongkaran Bangunan Gedung; dan
pasca Pembongkaran Bangunan Gedung.

Ketentuan mengenai standar Pembongkaran Bangunan Gedung
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

a.
b.

d.

Bagian Kelima
Standar Pcnyclenggaraan BCCB yang dilcstarikan

Pasal 62
Standar peuycleuggaraan BGCB yany dilestathan scbayaiuana diinaksud
dalam Pasal 10 hurul ¢ terdiri alas:
a. penyelenggaraan BGCB yang dilestarikan; dan
b. pemberian kompensasi, insentif dan disinsentif BGCB yang

dilestarikan.
Standar penyelenggaraan BGCB yang dilestarikan sebagaimana dimaksud
pada ayat {1} harus mengikuti kaidah:
a. sedikit mungkin melakukan perubahan;
vb. sebanyak mungkin memperiahankan keaslian; dan
c. tindakan pelestarian dilakukan dengan penuh kehati-hauian dan

bertanggung jawab.

i)

{2)

Pasal 63
Standar tcknis penyelenggaraan BGCB yang dilestarikan meliputi:
«a.

b.
c.

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

kKeleniuan tata Langunan,
kelenluan peleslarian, dan
ketentuan keandalan BGCB.

Pasal 64
Pemberian kompensasi, insentif, dan disinsentif BGCB yang di-cstarikan
sebagdinana dunaksud dalam Pasal 62 ayat 1 huruf vb discieneyarakan
untuk tujuan mendorong upaya pelestarian oleh Pemilik, Pengguna, dan
Pengelola BGCB yang dilestarikan.
Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan bagi
Pemihk, Pengguna, dan/atau pengelola BGCB yang melaksanakan
perlindungan dan/atau pengembangan BGCB vang dilestarikan.
Insenuf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan bagi
Pemilik, Pengguna dan/atau pengelola BGCB yang melaksanakan
periindungan, pengembangan, dan/atau pemanfaawn BGOUB yang
dilestarikan.
Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada
Pemilik, Pengguna, dan/atau Pengelola BGCB yang tidak melalssanakan
perlindungan BGCB yang dilestarikan.
Pemberian kKuompensasi, insentif, dau disinsentif sebayaimana dimaksud
pada ayat (1) diberikan oleh Pemerintah Daerah.



Pasal 65
Ketentuan lebih lanjut mengenai standar penyelenggaraan BGCB yang
diiesiarikan diatur dala: Peraturau Bupa.

Bagian Keenam
Standar Penyelenggaraan BGFK

Pasal 66

Standar penvelenggaraan BGFK sebagaimana dimaksud dalam Pas! 10 Avat
(5) huruf f dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Bagian Ketujuh
Standar Penyelenggaraan BCH

Pasal 67

{1} Gtandar teknis penyelenggaraan BGH sebagaimana dimaksud dalain Pasal
10 ayat (5) huruf g dikenakan pada Bangunan Gedung baru dan

Bangunan Gedung yang sudah ada.
(2) Pengenaan standar teknis penyelenggaraan BGH dibagi berdasarkan

kategori:
a. waitib; atau
b. disarankan.

(3) BGH dengan kategori wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a
meliputi:
a. bangunan Gedung klas 4 (empat) dan 5 (lima), di atas 4 (empat)

lantai dengan luas paling sedikit 50.000 m2 (lima puluh ribu meter

perseg]};
b. bangunan Gedung klas 6 (enam), 7 (tujuh), dan 8 (delapan) di atas 4

(empat) lantai dengan luas lantai paling sedikit 5.000 m2 (lima nbu
meter persegi);

c. bangunan Gedung klas 9a dengan luas di atas 20.000 m2 (dlua puluh
ribu meter versegi); dan

d. bangunan Gedung klas 9b dengan luas di atas 10.000 m2 (sepuluh
ribu meter perseg)).

(1) Bangunan Gedung dengan katcgori disarankan sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) huruf b mcliputi Bangunan Gedung sclain katcgori
Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 68

(1) Bangunan gedung yang telah memenuhi standar teknis penyelenggaraan
BGH diverikan serufikal BGH.

(2) Sertifikat BGH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa sertifikat :

a. perencanaan teknis;
b. pelaksanaan konstruksi; dan
c. pemanfaatan.

(3) Dinas Teknis mengeluarkan sertifikasi BGH sesuai standar teknis

penyelenggaraan BGH.

Pasal 69

Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif dan/atau kompensasi kepada
pemilik dan/atau pengelola BGH vang telah memiliki sertifikat BGH.



Pasal 70

Ketentuan Icbih lanjut mengenai standar teknis penyelenggaraan BCH diatur
daiaim Peraiuran Bupais.

Bagian Kedelapan
Standar Penyelenggaraan BGN

Pasal 71

Standar penvelenggaraan BGN sebagaimana dimaksud dalam Pasa! 10 avat (5)
huruf h dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Bagian Kesembilan
Ketentuan DekumenDe

Pasal 72
(cw)\v}

huruf i dilaksanakan terhadap dokumen tahap :

a. perencanaan teknis;
b. pelaksanaan konstruks!,
c. pemanfaatan; dan

d. pembongkaran.
(2) Setiap tahap penyelenggaraan Bangunan Gedung menghasilkan dokumen

dan harus diunggah dalam SIMBG.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengena: dokumen sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 73

(1) Dokumen tahap perencanaan teknis yang diunggah menjadi syarat
diterbitkannya PBG.

(2) Dokumen tahap pelaksanaan konstruksi yang diunggah menjadi syarat
diterbitkannva SLF.

(3) Dokumen tahap pemanfaalan dan pelesiarian yang diunggah menjadi
syarat perpanjangan SLF.

(4) Dokumen RIB yang diunggah menjadi syarat diterbitkannya surat

perintah atau persetujuan pembongkaran.

Bagian Kesepuluh
Ketentuan pelaku Penyelenggaraan Bangunan Gedung

Pasul 74

Pelaku penyelenggaraan bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 10 avat (5) hurafy melinuti

pemiulik;
penyedia Jasa Konstruksi;
TPA,
TPT.
penilik;
sekretanat; dan
pengelola Bangunan Gedung.

Pasal 75

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaku penyelenggaraan bangunan gedung,
Giaiur dalain Peratuian Bupau dengan berpeduman pada keleniuan peraturan
perundang-undangan.

Keteniuan Dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal iG ayat

a.

g.
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BAB IV
PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG

Bagian Kesatu
Umum
Pasal 76

Penvelenggaraan bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4
huruf c terdiri atas :

kegiatan pembanegunan:
kegiatan pemanfaatan,
kegiatan pelestanan;
kegiatan pembongkaran,
Kegiatan Pendataan, dan
Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung.m

e
Ro

op

Kegiatan pembangunan bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diselenggarakan melalui proses perencanaan teknis dan proses
pelaksanaan konstruksi.

Kegiatan pemanfaatan bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) meliputi kegiatan pemeliharaan, perawatan, pemeriksaan secara
berkala, perpanjangan sertitikat laik fungsi, dan pengawasan pemnantaatan
bangunan gedung.
Kegiatan pelestarian bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayal
(1) meliputi kegiatan penetapan dan pemanfaatan termasuk perawatan
dan pemugaran serta kegiatan pengawasannya.

Kegiatan pembongkaran bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) meliputi penetapan pembongkaran dan pelaksanaan
pembongkaran serta pengawasan pembongkaran.
Di dalam penyelengguraan bangunan gedung sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) penyelenggara bangunan gedung wajib memenuhi
persvaratan administrasi dan persyaratan teknis untuk menjamin
keandalan bangunan gedung tanpa menimbulkan dampak penting bagi
lingkungan.
Penyelenggaraan bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dapat dilaksanakan oleh perorangan atau penyedia jasa di bidang
penyeienggaraan gedung.

Bagian Kedua
Kegiatan Pembangunan

Paragraf 1

Umum
Pasal 77

Kegiatan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1)
hurul a meliputi kegiatan:
a. perencanaan teknis;
b. pelaksanaan konstruksi; dan
c. pengawasan konstruksi.
Dalam kegiatan perencanaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a, penyedia jasa perencanaan Bangunan Gedung membuat
dokumen rencana teknis untuk memperoleh PBG yang diterbitkan oleh
Pemerintah Daerah.
Dalam kegiatan pelaksanaan konstruksi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b, penyedia jasa pelaksanaan konstruksi harus
melaksanakan konstruksi sesuai dengan PBG yang telah diterb:tkan oleh
Pemerintah Daerah.
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Paragraf 2
Perencanaan Teknis

Pasal 78
Perencanaan teknis Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 77 avat (1) huruf a dilakukan oleh penyedia jJasa percncanaan
Bangunan Gedung yang memiliki sertifikat sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
Perencanaan teknis Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilakukan berdasarkan kerangka acuan kerja dan dokumen ikatan
kerja.
Perencanaan teknis Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) harus memenuhi Standar Teknis.
Dalam hal Bangunan Gedung berupa rumah tinggal tunggal 1 (satu)
lantai dengan luas lantai paling banyak 72 m2 (tujuh puluh dua meter

persegi) dan Bangunan Gedung berupa rumah tinggal tunggal 2 (dua)
lantai dengan luas lantai paling banyak 90 m2 (sembilan puluh meter

persegi), dokumen rencana teknis dapat disediakan sendiri oleh Pemohon
dengan kctentuan sebagai berikut:
a. menggunakan ketentuan pokok tahan gempa;
b. menggunakan desain prototipe/ purwarupa Bangunan Gedung, atau
c. direncanakan oleh penyedia jasa perencanaan.
Dokumen rencana teknis yang disediakan oleh Pemohon sebagaimana
dimaksud pada avat (4) dapat digambar secara sederhana dengan
intormasi yang lengkap.
Ketentuan lebih rinci mengenai ketentuan pokok tahan gempa
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a mengacu pada peraturan
perundangan-undangan vang berlaku.
Ketentuan mengenai desain prototipe/purwarupa sebagaimana dimaksud
pada ayat (4) huruf b dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan atau sesuai dengan desain prototipe/purwarupa
vang telah ditetapkan oleh menteri yang menvelenggarakan urusan

pemerintahan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.

'p

Pasal 79

Dokumen rencana teknis diajukan kepada Pemerintah Dacrah untuk
mempcrolch PBG sebelum_ pelaksanaan_ konstruksi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) hurufa.
PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diperoleh Pemiulik

sebelum pelaksanaan konstruksi.
Ketentuan lebih lanjut mengenai PBG diatur melalui Peraturan Daerah
tersendiri.

Paragraf 3
Pelaksanaan Konstruksi

Pasal 80

Pelaksanaan konstruks: sebagaimana dimaksud dalam Pasa! 77 ayat (1)
huruf b dimulai setelah Pemohon memperoleh PBG.
Pemohon harus menvampaikan informasi jadwal dan tanggal mulai
pelaksanaan konstruksi kepada perangkat daerah yang
menvelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang melalui SIMBG.
Dalam hal informasi jadwal dan tanggal mulai pelaksanaan konstruks!
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum dapat disampaikan melalui
SIMBG, informasi jadwal dan tanggal mulai pelaksanaan_ konstruksi
disampaikan kepada perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang secara
tertulis.
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Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disampaikan
sebelum pelaksanaan konstruksi dimulai.
Dalam hal Pemohon tidak menyampaikan infermasi sebhagaimana
dimaksud pada avat (2), perangkat daerah yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
meminta kiarifikasi Kepada Pemonon meialui SiMBG.
Klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan paling
banvak 2 (dua) kali dalam kurun waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak
diterbitkan PBG.
Dalam hal Pemohon tidak menyampaikan informasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) seielah kiarifikasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (6) dilakukan, PBG dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Dalam hal PBG dicabut dan dinvatakan tidak berlaku sebagaimana
dimaksud pada ayat (7) Pemohon harus mengulangi pendaftaran.

Paragraf 4
Pengawasan konstruksi

Pasal 81

Pengawasan konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1)
huruf c berupa kegiatan pengawasan pelaksanaan konstruksi atau
kegiatan manajemen konstruksi pembangunan Bangunan Gedur g.
Pengawasan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan
untuk memastikan kesesuaian antara pelaksanaan konstruksi dengan
PBu.
Pengawasan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
oleh penyedia jasa pengawasan konstruksi atau manajemen konstruksi.

Pasal 82

Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang melakukan inspeksi terhadap
pelaksanaan konstruksi Bangunan Gedung setelah mendapatkan
informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (2).

1)

Inspeksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebagai bentuk
pengawasan dari Pemeriniah Daerah yang dapal menyatakan lanjut atau
tidaknya pekerjaan konstruksi ke tahap berikutnya.
Inspeksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada tahap:
a. pekerjaan struktur bawah;
b. pekerjaan basemen;
c. pekerjaan struktur atas, arsitektur, mekanikal, elektrixal, dan

perpipaan; dan
d. pengetesan dan pengujian.
Felaksanaan inspeksi sebagaimana dimaksud pada ayat (i) harus
dilakukan paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah perangkat daerah yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang mendapatkan informasi dari Pemohon.
Dalam hal inspeksi tidak dilakukan dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja
sebagaimana dimakeud pada ayat (4), Pemohon dapat melanjutkan
pelaksanaan konstruksi ke tahap berikutnya sebagaimana dimaksud pada
ayat (3).
Dalam hal pekerjaan rehabilitasi, renovasi, dan restorasi. inspeksi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada tahap sesuai

pekeriaan vang dilaksanakan.
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Inspeksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan lebih dari
1 (satu) kali sesuai kebutuhan pada setiap tahap sebagaimana dimaksud
Dada avat (3).
Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang juga dapat melakukan inspeksi
ternadap pelaksanaan konstruksi Bangunan Gedung seteiah memperoien
informasi dari pengaduan Masyarakat atau laporan dari kecamatan, desa
atau kelurahan, rukun tetangga dan/atau rukun warga.

Pasal 83

Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang
Pekeyaan Umum dan Penataan Ruang menyampaikan infurmasi kepada
Pemohon terkait jadwal inspeksi pada setiap tahap sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 82 ayat (3) melalui SIMBG.
Dalam melaksanakan inspeksi sebagaimana dimaksud pada avat (1)
perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang menugaskan Penilik.
Pada saat inspeksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penyedia jasa
pengawasan konstruksi atau manajemen konstruksi harus
menyampaikan laporan pengawasan konstruksi kepada Penilik.
Hasil inspeksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didasarkan ;ada hasil
pengamatan kondisi lapangan dan laporan pengawasan_ konstruksi
terhadap kesesuaian dengan PBG dan/atau ketentuan SMKK.
Penilik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) membuat berita acara
sebagal hasil inspeksi seliap tahap sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus diunggah ke
dalam SIMBG oleh Penilik.

Pasal 84
Dalam hal ditemukan ketidaksesuaian antara pelaksanaan konstruksi
dengan PBG dan/atau ketentuan SMKK, Penilk ielaporkai kepada
perangkat duerah yang menyelenggarakan urusan pemerintlahan bidang
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
Dalam hal ketidaksesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terkait
pemenuhan ketentuan tata bangunan, Pemilik harus melakukan
penvesuaian konstruksi terhadap ketentuan tata bangunan.
Dalam hal Pemilik tidak melakukan penyesuaian konstruksi sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), Pemilik harus mengurus ulang PBG.
Dalam hal penyesuaian konstruksi sebagaimana dimaksud pada avat (2)
atau pengurusan ulang PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak
dilakukan oleh Pemilik. perangkat daerah vang menvelenggarakan urusan
pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dapat
menghentikan pelaksanaan konstruksi hingga pengurusan ulang PBG
selesal.
Dalam hal ketidaksesuaian pelaksanaan konstruksi dengan ketentuan
SMKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ditindaklanjuti oleh
Pemilik, Teknis dapat menghentikan pelaksanaan konstruksi.

Pasal 85
Dalam hal ditemukan ketidaksesuaian sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 84 ayat (1) terkait pemenuhan ketentuan keandalan Bangunan
Gedung. Pemilik harus mengurus ulang PBG.
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Ketentuan pengurusan ulang PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dikecualikan jika ketidaksesuaian disebabkan kondisi lapangan.
Dalam ha! terdapat ketidaksesuaian disebabkan oleh kondisi lapangan,
Penilik meminta justifikasi teknis kepada Pemilik.
Dalam hal Pemilik tidak menyediakan justifikasi teknis sebagaimana
dimaksud pada avat (3) maka Pemerintah Daerah dapat menghentikan
pelaksanaan konstruksi hingga Pemilik memberikan justifikasi teknis.
Dalam hal penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sudah
dilaksanakan atau justifikasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
sudah disampaikan, perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan

pemerinianan bidang Pekerjaan Umum dan Penaiaan Ruang menyatakan
pelaksanaan konstruksi dapat dilanjutkan kembali.
Dalam hal Pemilik tidak menvampaikan justifikasi teknis sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) paling lama 6 (enam) bulan sejak citemukan
ketidaksesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) maka PBG dicabut
dan dinyatakan tidak berlaku.
Dalam hal terjadi perubahan dan/atau penyesuaian pelaksanaan
konstruksi terhadap PBG selama proses pelaksanaan konstruksi, harus
mendapat persetujuan dari penyedia jasa perencanaan teknis.

(
2

Pasal 86

Dalam hal Bangunan Gedung berupa rumah tinggal tunggal sampai
dengan 2 (dua) lantai dengan luas lantai paling banyak 90 m/? (sembilan
puluh meter persegi) Pemilik harus menyampaikan dokumentzasi setiap
tahap pelaksanaan konstruksi Bangunan Gedung kepada Penihk pada
saat inspeksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1).
Hasii inspeksi sebagaimana dimaksud pada ayat (i) didasarkan pada nasil
pengamatan kondisi lapangan dan dokumentasi setiap tahap pelaksanaan
konstruksi Bangunan Gedung terhadap kesesuaian dengan PBG dan/atau
ketentuan SMKK.

\<)

Dalam hal ditemukan ketidaksesuaian antara pelaksanaan konstruksi
dengan PRG dan/atau ketentuan SMKK, Penilik melaporkan kepadaAnes, od

perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
Dalam hal terdapat ketidaksesuaian berdasarkan _hasil inspeksi
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terhadap PBG, Penilik memberikan
rekomendasi kepada Pemilik.
Rekomendasi sebugaimana dimaksud pada ayal (4) melipulic a.

penyesuaian konstruksi Bangunan Gedung terhadap PBG; atau b.

peugutusanu ulany PG.
Rekomendasi penyesuaian konstruksi sebagaimana dimaksud jada ayat
(5) huruf a harus ditindaklanjuti dalam jangka waktu yang ditentukan
oleh Penilik sesuai dengan kompleksitas penyesuaiannya.
Dalam hal Pemilik tidak menindaklanjuti rekomendasi scbagaimana
dimaksud pada ayat (Sj, peraugkat daca: yarig IMenyciclipydlakall
urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
dapat menghentikan pelaksanaan_ konstruksi hingga rekomendasi
terpenuhi.
Dalam hal Pemilik telah menindaklanjuti rekomendasi sebagaimana
dimaksud pada avat (5). perangkat daerah vang menvelenggarakan
urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
menyatakan pelaksanaan konstruksi dapat dilanjutkan kembali.
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Penilik membuat berita acara sebagai hasil inspeksi setizp tahap
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (3).
Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (9} harus diunggah ke
dalam SIMBG oleh Penilik.

Pasai 87

Inspeksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (3) dilanjutkan
dengan tahap pengujian feommissioning test).
Tahap pengujian (commissioning test) sebagaimana dimaksud pada ayal (1)
dilakukan setelah semua instalasi mekanikal, elektrikal, dan perpipaan
(plumbing) Bangunan Gedung terpasang.
Tahap pengujian (commissioning test) sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
bertujuan untuk memastikan instalasi mekanikal, elektrikal, dan

perpipaan (plumbing) Bangunan Gedung lerpasang dan berfungsi
seluruhnya sesuai dengan rencana teknis.
Dalam pelaksanaan pengujian (commissioning test}, penyedia jasa
pengawasan konstruksi atau manajemen konstruksi melibatkan institusi
dan/atau Perangkat Daerah yang berwenang.
Hasil pengujian (commissioning test) dituangkan dalam bentak berila
acara yang ditandatangani oleh penyedia jasa pengawasan konstruksi
aiau imanajcen kousuuks: dau istitusi dau/aiau Peraugkat Duca
yang berwerang.
Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus diunggah dalam
SIMBG oleh penyedia jasa pengawasan konstruksi atau manajemen
konstruksi.

(4

(5)

Pasal 88

Dalam hal Bangunan Gedung berupa rumah tinggal tunggal 1 (satu) lantai
dengan luas paling bauyak 72 (tujuh pului: dua meter pes sexs) dau
rumah tinggal tunggal 2 (dua) lantai dengan luas lantai paling Lanyak 90
m2 (sembilan puluh meter persegi) yang tidak dibangun dengan
menggunakan penyedia jasa pengawasan atau manajemen konstruksi,
pengujian (commissioning test) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86
avat (2) dilaksanakan oleh Penilik.
Dalam hal Bangunan Gedung berupa rumah tinggal tunggal 1 (satu) lanlai
dengan luas paling banyak 72 m? (tujuh puluh dua meter persegi) dan
rumah Unpgal tunggal 2 (dua) lantai dengan iuas lantai paling banyak 9O
m2 (sembilan puluh meter persegi) yang tidak dibangun dengan
menggunakan penyedia jasa pengawasan atau manajemen konstruksi,
hasil pengujian (commissioning test) dituangkan dalam bentuk berita acara

yang ditandatangani oleh Penilik.
Dalam hal Banmuinan Gedung berupa rumah tinggal tunggal 1 (satu) lantai
dengan luas paling banyak 72 m2? (tujuh puluh dua meter persegi) dan
rumah tinggal tunggal 2 (dua) lantai dengan luas lantai paling banyak 90
m2 (sembilan puluh meter persegi) yang iidak dibangun dengan
menggunakan penyedia jasa pengawasan atau manajemen konstruksi,
berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diunggah ke
dalam SIMBG oleh Penilik.

{3}

Pasal 89

Penvedia jasa pengawasan konstruksi atau manajemen konstruksi atau
Penilik membuat daftar simak hasil pemeriksaan kelaikan fungsi
berdasarkan laporan pengawasan. hasil inspeksi. dan hasil penguiian
(commissioning test).
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Daftar simak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat setelah
pelaksanaan konstruksi selesai.
Surat pernyataan kelaikan fungsi dikeluarkan oleh penyedia jasa
pengawasan konstruksi atau) manajemen_ konstruksi atau Penilik
berdasarkan daftar simak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
Surat pernyataan kelaikan fungsi dikeluarkan oleh Penilik sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) untuk Bangunan Gedung berupa rumah tinggal
tunggal 1 (satu) lantai dengan luas paling banvak 72 m2 (tujuh puluh dua
meter persegi) dan rumah tinggal tunggal 2 (dua) lantai dengan has lantai
paling banyak 90 m? (sembilan puluh meter persegi) yang dibangun tanpa
penyedia jasa pengawasan konstruksi/manajemen konstruksi.
Surat pernyataan kelaikan fungsi dikeluarkan oleh penyedia jasa
pengawasan konstruksi atau. manajemen_ konstruksi sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) terhadap Bangunan Gedung selain Bangunan
Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

(2

(3)

(4

ataan kelaikan fungsi sebaga aksud pada ayar /S
dikeluarkan sebelum serah terima akhir.
Surat pernyataan kelaikan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
dikeluarkan berdasarkan laporan pelaksanaan konstruksi dari Pemilik.
Laporan pelaksanaan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (7)mehnutie
a. dokumentasi setiap tahap pelaksanaan konstruksi Bangunan Gedung;dan
b. sural pernyataan Pemilik bahwa pelaksanaan konsiruksi Bangunan

Gedung telah selesai dilakukan sesuai dengan PBG.
Surat pernyataan kelaikan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
dan ayat (4) dikeluarkan sebelum Bangunan Gedung dimanfaatken.
Daftar simak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), surat pernyataankelaikan fungsi sebagaimana dimaksud pada aya (3) atau ayat (4j, dan
gambar Bangunan Gedung terbangun (as-built drawings) harus diunggah
dalam SIMBG oleh penyedia jasa pengawasan konstruksi atau manajemenkonstruksi atau Pemilik.

Pasal 90
Dalam hal kumpulan Bangunan Gedung yang dibangun dalam satu
kawasan dan memiliki rencana teknis yang sama, surat pernyataankelaikan fungsi Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89
ayat (3) dikeluarkan oleh penyedia jasa pengawasan konstruksi atau
manajemen konstruksi.
Surat pernyataan keiaikan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dikeluarkan untuk setiap Bangunan Gedung.

(4)

Pasal 91

Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemcrintahan bidang
Peake jaan Uniui dan Peuataan Ruany menindaklanjuti suai pesnyataan
kelaikan fungsi dengan penerbilan SLF dan surat kepemilikan Bangunan
Gedung.
SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diperoleh oleh Pemilik
sebelum Bangunan Gedung dapat dimanfaatkan.
SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. dokumen SLF;
b. lampiran dokumen SLF; dan
c. lave SLF.

(2)

(3)



(1)

(2)

(3)

(4)

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

(1)

(2)

Pasal 92
Surat kepemilikan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal
Si ayat (i) melipuu:
a. SBKBG;
b. sertifikat kepemilikan Bangunan Gedung satuan rumah susun; atau
c. sertifikat hak milik satuan rumah susun.
SBKBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
a. dokumen SBKBG: dan
b. lampiran dokumen SBKBG.
Dokumen SBKBG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi
informasi mengenai:

kepemilikan atas Bangunan Gedung atau bagian Bangunan Gedung;
alamat Bangunan Gedung;
status hak atas tanah;
nomor PBG; dan
nomor SLF atau nomor perpanjangan SLF.

Lampiran dokumen SBKBG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b
meliputi informasi:

surat perianjian pemanfaatan tanah:
akta pemisahan;
gambar situasi; dan/atauakta fidusiabila dibebani hak.

a.

¢.
d.
e.

a.

d.

Pasal 93
Penerbitan SLF sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1) dan
SBKBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1) huruf a dilakukan
bersamaan melalui SIMBG.
Proses penerbitan SLF dan SBKBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak surat pernyataan
kelaikan fungsi diunggah melalui SIMBG.
SLF dan SBRKBG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbithan tanpa
dipungut biaya.

Pasal 94
Dalam hal kumpulan Bangunan Gedung yang dibangun dalam satu
kawasan dan miemiliki rencana (eknis yaug sama, SLF scbayaimana
dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1) dan SBKBG sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 92 ayat (1) hurufa diterbitkan oleh Pemerintah Daerah untuk
setiap Bangunan Gedung.
Dalam hal Bangunan Gedung

menggunakan
desain prototipe/purwarupa,

dan SBKBG ‘sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1 huruf a
dilaksanakan paling lama 1 (satu) hari kerja sejak surat pernyataan
kelaikan fungsi diunggan meilaiui SIMBG.

sud dalam Pa at avatRe

Pasal 95
Dalam hal bagian Bangunan Gedung direncanakan dapat dialihkan
kepada pihak lain, SBKBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1)
huruf a dilengkapi dengan akta pemisahan.
Penerbitan pemisahan SBKBG yang dilengkapi dengan akta sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) setelah SLF dan akta pemisahan dilakukan
diterditkan.



Bagian Ketiga
Kegiatan Pemanfaatan

Paragraf 1

Umum
Pasal 96

(1) Pemanfaatan bangunan gedung meliputi:
Pemanfaatan;
Pemeliharaan;
Perawatan;

a.
be

¢.

(1)

(2)

(3)

(1)

(3)

(4)

pemeriksaan secara berkala;
perpanjangan SLF; dan
pengawasan pemanfaatan.

Pemanfaatan Bangunan Gcdung harus dilaksanakan olch Poniilik atau
Pengguna sesuai dengan fungsi dan klasifikasinya.

d.
e.
f.

Paragrat 2
Pemaniaatan
Pasal 97

Pemanfatan bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96
huruf a merupakan kegiatan memanfaatkan bangunan gedung sesuai
dengan fungsi yang ditetapkan dalam PBG setelah pemilik memperolehSLF.
Pemaniaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (ij dilaksanakan secara
tertib administrasi dan tertib teknis untuk menjamin kelaikan fungsi
bangunan gedung tanpa menimbulkan dampak penting terhadap
lingkungan.
Pemilik bangunan gedung untuk kepentingan umum harus mengikuti
program pertanggungan terhadap kemungkinan kegagalan bhangunansnl
gedung selama pemanfaatan bangunan gedung.

Paragraj 3
Pemeliharaan
Pasa) 98

Kegiatan pemeliharaan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96
huruf b meliputi pembersihan, perapian, pemeriksaan, pengujian,
perbaikan dan/atau penggantian bahan atau perlengkapan bangunan
gedung dan/atau_ kegiatan sejenis lainnya berdasarkan pedoman
bengoperasian dan pemeliharaan bangunan gedung.
Pemilik atau pengguna bangunan gedung harus melakukan kegiatan
pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan dapat
menggunakan penyedia jasa pemeliharaan gedung yang mempunyaisertifikat kompetensi yang sesuai_ berdasarkan ikatan kontrak
berdasarkan peraturan perundang-undangan.
Pelaksanaan kegiatan pemeliharaan oleh penyedia jasa sebagaimanadimaksud pada ayat (2) harus menerapkan prinsip keselamatan dan
kesehatan kerja (K3).
Hasil kegiatan pemeliharaaan dituangkan ke dalam laporan pemeliharaan
yang digunakan sebagai pertimbangan penetapan perpanjangan SLF.
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(1)

(2)

(3)

(4)

(2)

(3)

(4)

(5)

Paragraf 4
Perawatan
Pasal 99

Kegiatan perawatan bangunan gedung sebagaimana dimaksiid dalam
Pasal GA huruf ¢ melinuti perhaiken dan/atau nenggantian hagian
bangunan gedung, komponen, bahan bangunan dan/atau prasarana dan
sarana berdasarkan rencana teknis perawatan bangunan gedung.
Pemillk atau pengguna bangunan gedung di dalam melakukan kKegiatan
perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan
penvedia jasa perawatan bangunan gedung bersertifikat dengan dasar
ikatan kontrak berdasarkan peraturan perundang-undangan mengenai
jasa_ konstruksi. Perbaikan dan/atau penggantian dalam kegiatan
perawatan bangunan gedung dengan tingkat kerusakan sedang dan berat
dilakukan sctelah dokumen rencana teknis perawatan bangunen gcedung
disctujui oleh pemerintah daerah.
Hasii kegiatan perawatan dituangkan ke dalam laporan perawatan yang
akan digunakan sebagai salah satu dasar pertimbangan penetapan
perpanjangan SLF.
Pelaksanaan kegiatan perawatan oleh penyedia jasa sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) harus menerapkan prinsip keselamatan dan
kesehatan kerja (K3).

Paragraf 5
Pemeriksaan secara Berkala

Pasal 100
Pemenhksuan Berkala bangunan gedung scbagaiuana dunaksud dalam
Pasal 96 huruf d dilakukan untuk seluruh atau sebagian bangunan
gedung, komponen, bahan bangunan, dan/atau sarana dan prasarana
dalam rangka pemeliharaan dan perawatan yang harus dicatat dalam
laporan pemeriksaan sebagai bahan untuk memperoleh perpanjangan
SLF.

{i

Pemilik atau pengguna bangunan gedung di dalam melakukan kegiatan
pemeriksaan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
menggunakan penvedia jasa pengkajian teknis bangunan gedung atau
pcerorangan yang mempunyai sertifikat kompctcnsi yang scsuai.
Lingkup layanan pemeriksaan berkala bangunan gedung sebagaimana
dGimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. pemeriksaan dokumen administrasi, pelaksanaan, pemeliharaan dan

perawatan bangunan gedung;
b. kegiatan pemeriksaan kondisi bangunan gedung_ terhadap

pemenuhan persyaratan teknis termasuk pengujian keandalan
bangunan egedung: dan

kegiatan analisis dan evaluasi.
Bangunan rumah tinggal tunggal, bangunan rumah tinggal cieret dan
bangunan rumah tinggal sementara yang tidak ijiaik fungsi, SLF-nya
dibekukan.
Dalam hal belum terdapat penyedia jasa pengkajian teknis sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), pengkajian teknis dilakukan oleh pemerintah
daerah dan dapat bekerja sama dengan asosiasi profesi yang terkait
dengan bangunan gedung.



(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(3)

Paragraf 6
Perpanjangan SLF

Pasal 101

Perpanjangan SLF bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal
96 hurmf e diherlakukan untuk bangunan gedung yang telah
dimanfaatkan dan masa berlaku SLF-nya telah habis.
Ketentuan masa berlaku SLF sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yaitu:
a. untuk bangunan gedung hunian rumah tinggal tunggal sederhana dan

rumah deret sederhana tidak dibatasi (tidak ada ketentu.an untuk
perpanjangan SLF);

b. untuk bangunan gedung hunian rumah tinggal tunggal, dan rumah
deret sampai dengan 2 (dua) lantai ditetapkan dalam jangka waktu 20
(dua puluh) tahun; dan

c. untuk untuk bangunan gedung hunian rumah tingyal tidak
sederhana, bangunan gedung lainnya pada umumnya, dan bangunan
gedung ierteniu diictapkan dalam jangka wakiu 5 (lima) ialun.

Pengurusan perpanjangan SLF bangunan gedung sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan paling lambat 28 (dua puluh depalan) hari kerja
sebelum berakhirnya masa berlaku SLF dengan memrerhatikan
ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
Peuyut pCi paiyjalyan dilakukan sticlal: peulhk/
pengguna/pengelolu bangunan gedung memiliki hasil :

a. laporan pemeriksaan berkala, laporan pemeriksaan dan perawatan
bangunan gedung;

b. daftar simak pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan gedung; dan
c. dokumen surat pernyataan pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan

gedung atau rekomendasi.
Permohonan perpanjangan SLF diajukan oleh pemilik/ pengguna/
pengelcla bangunan gedung dengan dilampiri dokumen:
a. surat permohonan perpanjangan SLF;
b. surat pernyataan pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan gedlung atau

rekomendasi hasil pemeriksaan kelaikan fungsi pangunan gedung
yang ditandatangani di atas meterai yang cukup;
as built drawings;
fotokopi PBG atau perubahannya;
fotokopi dokumen status hak atas tanah;
fotokopi dokumen status kepemilikan bangunan gedune:
rekomendasi dari instansi teknis yang bertanggung jawab di bidang
fungsi khusus; dan

h. dcokumen SLF bangunan gedung yang terakhir.
Pemerintah daerah menerbitkan SLF paling lama 28 (Dua Puluh Delapan)
han setelah diterimanya permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat
(5).
SLF disampaikan kepada pemohon selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari
kerja sejak tanggal penerbitan perpanjangan SLF.
Tata cara perpanjangan SLF diatur lebih lanjut dalam peraturan bupati.

RO
A

an

Paragrat 7
Pengawasan Pemanfaatan

Meenwtl INPasai i02
Pengawasan pemanfaatan bangunan gedung sebagaimana dimaksud Pasal 96
huruf f dalam pasal dilakukan oleh nemerintah daerah:

. pada saat pengajuan perpanjangan SLF;
. adanya laporan dari masyarakat, dan

a.
b.

si pcrubahan fungsi dan/atau bangunan gcdung yang
membahayakan lingkungan.



(1)

(3)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

Bagian Keempat
Kegiatan Pembongkaran

Paragraf 1

Umum
Pasal 103

Kegiatan pembongkaran bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 76 ayat (1) huruf d meliputi kegiatan penetapan pembongkaran dan
pelaksanaan pembongkaran bangunan gedung,. vang dilakukan dengan
mengikuti kaidah-kaidah pembongkaran secara umum serta
mcmanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi.
Pembongkaran bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
harus dilaksanakan secara tertib dan mempertimbangkan keamanan,
keselamatan masyarakat dan lingkungannya.

(4)

Pembongkaran bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
harus sesuai dengan ketetapan perintah pembongkaran atau persetujuan
pembongkaran oleh pemerintah daerah, kecuali bangunan gedung fungsi
khusus oleh pemerintah.

Paragraf 2
Penetapan Pembongkaran

Pasal 104

Pemerintah dan/atau pemerintah daerah mengidentifikasi bangunan
gedung yang akan ditetapkan untuk dibongkar berdasarkan hasil
pemeriksaan dan/atau laporan dari masyarakat.
Bangunan gedung yang dapat dibongkar sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) meliputi:
a. banmunan gedung yang tidak laik fungsi dan tidak dapat diperbaiki

lagi,
b. bangunan gedung yang pemanfaatannya menimbulkan bahaya bagi

pengguna, masyarakat, dan lingkungannya,
c. bangunan gedung yang tidak memiliki PBG; dan/atau
d. bangunan gedung yang pemiliknya menginginkan tampilan baru.
Pemerintah daerah menyampaikan hasil identifikasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) kepada pemilik/pengguna bangunan gedung
vang akan ditetapkan untuk dibongkar.
Berdasarkan hasil identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3),
pemilik/pengguna/pengelola bangunan gedung wajib melakukan
pengkajian ieknis dan menyampaikan hasiinya kepada pemerintan
daerah.
Jika hasil pengkajian tersebut sesuai dengan ketentuan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) pemerintah daerah menetapkan bangunan
gedung tersebut untuk dibongkar dengan surat penetapan pembongkaran
atau surat pesetujuan pembongkaran dari bupati, yang memuoat bates
waktu dan prosedur pembongkaran serta sanksi atas pelangguran yang
terjadi.
Dalam hal pemilik/pengguna/pengelola bangunan gedung_ tidak
melaksanakan perintah pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat
(5). pembongkaran akan dilakukan oleh Pemerintah Daerah a'as beban

biava pemilik/pengguna/pengelola bangunan gedung, kecuali bagi
pemilik bangunan rumah tinggal yang tidak mampu, biaya

dk

pembongkarannya menjadi beban pemerintah daerah.



(1)

(2)

(3)

(4)

(1)

(2)

(3)

(4)

(S)

(6)

(7)

(8)

Paragraf 3
Rencana Teknis Pembongkaran

Pasai 165

Pembongkaran bangunan gedung yang. pelaksanaannya_ dapat
menimbulkan dampak lias terhadap keselamatan umum dan lingkungan
harus dilaksanakan berdasarkan rencana teknis pembongkaran yang
disusun olch penycdia jasa perencanaan teknis yang memiliki sertifikat
kealillan yaty sesuai.
Rencana teknis pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
harms disetiijii oleh pemerintah daerah, setelah mendanat nert-mhangan
dari TPA BG.
Dalam hal pelaksanaan pembongkaran berdampak luas_ terhadap
keselamatan umum dan lingkungan, pemilik dan/atau pemerintah daerah
melakukan sosialisasi dan pemberitahuan tertulis kepada masyarakat
disekitar bangunan gedung, sebelum pelaksanaan pembongkaran.
Pelaksanaan pembongkaran harus mengikuti prinsip-prinsip keselamatan
dan kesehatan kerja (K3).

Paragraf 4
Pelaksanaan Pembongkaran

Pasa 106
Pelaksanaan Pembongkaran dimulai setelah Pemilik memperoleh surat
surat Persetujuan Pembongkaran melalui SIMBG;
Surat persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan
Pemilik sebelum Pelaksanaan Pembongkaran.
Pemilik dan Pemerintah Daerah melakukan sosialisasi dan pemberitahuan
tertulis kepada Masyarakat di sekitar Bangunan Gedung sebelum
pelaksanaan Pembongkaran.
Dalam masa pelaksanaan Pembongkaran sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) perangkat dacrah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan
vbidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang meiaksanakan inspexsi.
Dalam melaksanakan inspeksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
Pemerintah Daerah menugaskan Pemilik.
Surat Persetujuan Pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dinyatakan tidak berlaku jika:
a. Pemiiik udak mula melaksanakan Pembongkaran dalam jang’ka waktu

paling lama 6 (enam) bulan sejak surat Persetujuan Pembongkaran
diterbitkan;

b. Pemilik tidak melaksanakan Pembongkaran sesuai dengan RTB yang
disetujui; dan/atau

c. Pemilik tidak mengikuti ketentuan prinsip keselamatan dan kesehatan
dalam melaksanakan Pembongkaran.

Pembongkaran Bangunan Gedung dapat dilakukan oleh Pemilik,
Pengguna dan/atau dapat menggunakan penyedia jasa Pembongkaran
Bangunan Gedung yang memiliki sertifikat sesuai ketentuan peraturan
perundangundangan.

Je

Khusus untuk Pembongkaran Bangunan Gedung yang menggunakan
peralatan berat dan/atau bahan peledak harus dilaksanakan oleh
penvediajasa Pembongkaran Bangunan Gedung.



(1)

(2)

(4)

(1)

(2)

(3)

(4)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Paragraf 5
Pengawasan Pembongkaran bangunan gedung

Pasai 1O7

Pengawasan pembongkaran bangunan gedung tidak sederhana dilakukan
gleh nenvedia iasa pengawasan yang memiliki sertifikat keahlian yang
sesual.
Pembongkaran bangunan gedung tidak sederhana sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan berdasarkan rencana teknis vang telah
memperoleh persetujuan dari pemerintah daerah.
Hasil pengawasan pembonokaran hangunan gedung sebagaimana3)
dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada pemerintah daerah.
Pemerintah daerah melakukan pemantauan atas pelaksanaan kesesuaian
laporan pelaksanaan pembongkaran dengan rencana teknis
pembongkaran.

Bagian Kelima
Kegiatan Pendataan

Paragraf 1

Umum
Pasal 108

Kegiatan pendataan bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 76 avat (1) huruf e wajib dilakukan pemerintah daerah untuk
keperluan tertib administratif penvelenggaraan bangunan gedung.
Sasaran pendataan bangunan gedung sebagaimana dimaksud joada ayat
(1) adalah seluruh bangunan gedung, yang meliputi bangunan gedung
baru dan bangunan gedung yang telah ada.

Bupati wajib menyimpan secara tertib data bangunan gedung sebagai
arsip pemerintah daerah.
Pendataan bangunan gedung fungsi khusus dilakukan oleh pemerintah
daerah dengan berkoordinasi dengan pemerintah.

Pasal 109
Pendataan bangunan gedung meliputi :

a. pedataan bangunan gedung baru;
b. pendataan bangunan gedung baru yang sudah ada; dan
c. pendaftaran bangunan gedung yang sudah ada,
Pendataan bangunan gedung baru sebagaimana dimaksud daiam ayat (i)
huruf a merupakan pendataan bangunan gedung yang baru dibangun dan
bangunan gedung yang dibangun kembali setelah proses pembongkaran
Data bangunan gedung baru sebagaimana dimaksud pada avat (1) huruf a
meliputi data bangunan gedung yang ada dalam proses PBG, SLF,
SBKBG, dan Pembongkaran bangunan gedung.
Pendataan bangunan gedung baru yang sudah ada Sebagaimana yang
dimaksud ayat (1) huruf b meliputi data bangunan gedung yang:
a. beium memiiiki PBG dan SLF;
b. sudah memiliki PBG namun belum memiliki SLF; dan
c. sudah memiliki PBG dan SLF tetapi belum terdata di SIMBG
Pendataan bangunan gedung yang sudah ada (existing) sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
a. petugas pendataan menviapkan daftar simak data bangunan gedung

sebagai instrumen survey pendataan bangunan gedung;
b. petugas pendataan menyampaikan maksud, tujuan, manfaat, dan

prosedur pendataan bangunan gedung yang sudah ada {existing}
kepada pemilik dan/atau pengguna;



(6)

c. petugas pendataan melakukan sosialisasi penvelenggaraan bangunan
gedung kepada pemilik dan/atau pengguna;

d. petugas pendataan menerima data bangunan gedung dari pemilik
dan/atau pengguna; dan

e. petugas pendataan melakukan pemeriksaan data dan kondisi fisik
bangunan gedung serta mengisi daftar simak dan mengunggah data
bangunan gedung ke dalam SIMBG.

Dalam hal bangunan gedung yang sudah ada (existing) yang dilakukan
pendataan sebagaimana dimaksud pada avat (1) belum memiiki PBG
dan/atau SLF, petugas pendataan mengarahkan pemilik dan/atau
pengguna untuk mengajukan permohonan PBG dan/atau SLF.

Pasal 110
Pemerintah daerah dapat melakukan pendataan bangunan gedung veng sudah
ada (existing) bersamaan dengan pelaksanaan program pemerintah pusat
dan/atau pemerintah daerah di masyarakat.

(1)

(2)

(3)

Pasal 111

Pendattaran bangunan gedung yang sudah ada (existing) oleh pemuilik atau
pengguna dilakukan dengan ketentuan:
a. pemilik atau pengguna mengisi dan mengunggah data bangunan

gedung ke dalam SIMBG;
b. petugas pendataan melakukan pemeriksaan data bangunan gedung

yang sudah didaftarkan setelah mendapatkan notifikasi pada SIMBG;
c. petugas pendataan melakukan survei lapangan untuk verifikasi data

bangunan gedung serta mclengkapi data dan dokumen tambahan; dan
qd. petugas pendataan melakukan pembaruan daia bangunam gedung

sesuai hasil verifikasi ke dalam SIMBG.
Dalam melakukan survei lapangan petugas pendataan dapat melakukan
sosialisasi penvelenggaraan bangunan gedung.
Dalam hal bangunan gedung yang sudah ada (existing) yang dilakukan
endaft dimableiudHRBKSUCP pada avat (1 belum
dan/atau SLF, petugas pendataan mengarahkan pemilik dan/atau
pengguna untuk mengajukan permohonan PBG dan/atau SLF.

Pasal 112
Pendataan dan/atau pendaftaran bangunan gedung dilakukan pada saat:
a.
b.

an
o

(1)

(2)

(3)

(4)

perrmohonan PBG gedung;
permohonan perubahan PBG gedung, yaitu pada waktu penambahan,
pengurangan atau perubahan bangunan gedung, yang telah memenuhi
persvaratan PBG, perubahan fungsi bangunan gedung, dan pclestarian
bangunan gedung;
penerbitan SLF pertama kali:
perpanjangan SLF; dan
pembongkaran bangunan gedung.

Pasal 113
Pemerintah daerah harus melaksanakan pemutakhiran data bangunan
geduiy vetkala.
Pemutakhiran data bangunan gedung rumah tinggal tunggal dan deret
dilakukan setiap 9 (sembilan) tahun.
Pemutakhiran data bangunan gedung selain rumah tinggal tunggal dan
deret dilakukan setiap 5 (lima) tahun.
Pemutakhiran data bangunan gedung dilakukan oleh petugas pendataan
melalui tinjauan lapangan.



(1)

(2)

(1)

(2)

(3)

ft
.

—

(1)

(2)

(3)

Paragraf 2
Proses Pendataan

Pasal 114

Proses pendataan bangunan gedung merupakan kegiatan memasukan
dan mengolah data hangunan gedung oleh pemerintah daerah sehagai
proses lanjutan dari pemasukan dokumen /pendaftaran bangunan gedung
baik pada proses persetujuan bangunan gedung atau pun pacia proses
SLF denpan prusedur yang sudah diiciapkan.
Output/hasil pendataan bangunan gedung dapat menjadi dasar
pertimbangan diterbitkannya Surat Bukti Kepemilikan bangunan gedung
(SBKBG), sebagai bukti telah terpenuhinya semua persyaratan kegiatan
penyelenggaraan bangunan gedung.

Pasal 115

Pendataan bangunan gedung dibagi dalam tiga tahap penyelenggaraan
Dangunan gedung yaltu:
a. tahap perencanaan,;
b. tahap pelaksanaan; dan
c. tahap pemanfaatan.
Pendataan bangunan gedung pada tahap perencanaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan pada saat permohonan
persetujuan bagunan gedung, hasil akhir dari kegiatan pendataan
bangunan gedung pada pra konstruksi ini bisa menjadi dasar penerbitan
persetujuan bagunan gedung.
Pendataan bangunan gedung pada tahap pelaksanaan sebagaimana
dimaksud pada avat (1) huruf b dilakukan pada akhir proses pelaksanaan
konstruksi yang menjadi dasar diterbitkannya SLF sebelum bangunan
dimanfaatkan.
Pendataan bangunan gedung pada tahap pemanfaatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) hurufc meliputi:
a. pendataan bangunan gedung pada saat proses perpanjangan SLF,

yaitu. pada saat jatuh tempo masa berlakunya SLF dan
pemilik/pengelola bangunan gedung mengajukan permohonan
perpanjangan SLF: dan

b. pendataan bangunan gedung pada saat pembongkaran hbangunan
gedung, yaitu pada saat bangunan gedung akan dibongkar akibat
sudah tidak layak fungsi, membahayakan lingkungan, dan/atau tidak
mecmiliki persctujuan bangunan gcdung.

Paragrat 3
Sistem Pendataan

Pasal 116
Sistem yang digunakan dalam pendataan bangunan gedung merupakan
sistem terkomputerisasi.
Sistem pendataan bangunan gedung merupakan bagian yeng ludak

terpisahkan dalam seluruh tahapan penyelenggaraan bangunan yedung.
Aplikas1 yang digunakan dalam pendataan bangunan gedung diarahkan
untuk dapat dimanfaatkan pada seluruh tahap_ penyelenggaraan
bangunan gedung, vang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan
dan pembongkaran.



(1)

(3)

(4)

(S)

(6)

(8)

(1)

(2)

Pasal 117

Data
bangunan gedung

terdini atas:
daia baiguita ecdully;
data teknis bangunan gedung;
data status bangunan gedung;
data terkait proses PBG:
data terkait proses SLF; dan
data terkait proses pembongkaran/pelestarian.

Data umum bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
a meliputi :

e.
f.

data serorangan;
data badan usaha;
data negara;
data tanah; dan
data bangunan gedung.

Data teknis bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
b meliputi :
a. data teknis struktur;
b. data teknis arsitektur;
c. data teknis utilitas; dan
da. data penyedia jasa.
Data status bangunan gcedung scbagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
c meliputi:
a. data perorangan;
b. data padan usaha;
c. data negara; dan
d. data status administrasi bangunan gedung.
Data terkait proses PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d
meliputi :

a. data kelengkapan administrasi pemohon PBG: dan
b. data terkait kemajuan permohonan PBG.
Data terkait proses SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e
moeliputi:

duta kelengkapan administrasi pemohon SLF; dan
b. data kemajuan proses permohonan SLF.
Data terkait proses pembongkaran/pelestarian sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruff meliputi:
a. data kelengkapan administrasi pemohon pembongkaran/ pelestarian;

dan
b. data kemajuan proses permohonan pembongkaran/ pelestarian.
Ketentuan lebih lanjut mengenai pendataan bangunan gedung diatur
dalam peraturan Bupati.

a

Bagian Keenam
Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung

Pasal 118

Penvelenggaraan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal
76 avat (1) huruf f dilaksanakan pembinaan oleh Pemerintah Daerah
melalu: SIMBG.
Proses pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi.

konsultasi;
penerbitan PBG:
pelaksanaan inspeksi;
penerbitan SLF;



e. penerbitan SBKBG;
f. persetujyuan RTB; dan
g. pendataan Bangunan Gedung.

(3) SIMBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat informasi tentang
proses Penyelenggaraan Bangunan Gedung.

(4) Pengguna SIMBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melput:
pemerintah pusat;
pemerintah daerah provinsi;
pemerintah Daerah;
pemerintah kabupaten/kota lainnya;
pemohon; dan

f. masvarakat.
(5) Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c harus

menggunakan dan mengoperasikan SIMBG dalam pelaksanaan proses
Penyelenggaraan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada avat (2).

(6) Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf e_ harus
Inenppunakan SiIMBG uniuk melakukan proses Penyelenggaraan
Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(7) Masvarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf f menggunakan
SIMBG untuk mendapatkan informasi tentang proses Penyelenggaraan
Bangunan Gedung.

a.

BAB V
PERAN MASYARAKAT

Pasal 119

Peran masyarakat dalam proses penyelenggaraan bangunan gedung dapat:
A pemantauan dan peniagaan ketertiban;
b. pemberian masukan terhadap penyusunan dan/atau penyempurnaan

peraturan, pedoman, dan standar teknis;
pcnyampaian pendapat dan pertimbangan, dan
pelaksanaan Gugatan Perwakilan.ao

Bagian Kesatu
Pemantauan dan Penjagaan Ketertiban

Pasal 120

(1) Dalam proses Penyelenggaraan Bangunan Gedung, Masyarakat dapat
berperan untuk memantau dan menjaga_ ketertiban sebagaimana
dimaksud dalam Pasa! 119 huruf a, baik dalam kegiatan pembangunan,
pemanfaatan, Pelestarian, maupun kegiatan Pembongkaran Bangunan
Codung.

(2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara

objektif, dengan penuh tanggung jawab, dan dengan tidak menimbulkan
gangguan dan/atau kerugian bagi Pemilik dan/atau Pengguna,
Masvarakat, dan lingkungan.

(2) Masyarakat melakukan pemantauan melalui kegiatan pengamatan,
penyampaian masukan, usulan, dan pengaduan.

(4) Dalam melaksanakan pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Masyarakat dapat melakukannya baik secara perorangan, kelompok,
organisasi kemasyarakatan, maupun melalui TPA.

(5) Berdasarkan pemantauannya, Masyarakat melaporkan secara tertulis
kepada Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah terhadap:
a. indikasi Bangunan Gedung yang tidak laik fungsi; dan/atau
b. vangunan Gedung yang pembangunan, permaniaatan, Pelestaltal,

dan/atau Pembongkaran dengan potensi menimbulkan gangguan
dan/atau bahaya bagi Pengguna, Masyarakat, dan lingkungannya.



(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

(2)

(1)

(2)

Pasal 121

Pemerintah Daerah harus' menindaklanjuti laporan pemantauan
Masyaiakai sebagaimanua dimaksud dalam: Pasal 126 ayal (5) dengan
melakukan penelitian dan evaluasi, baik secara administratif maupun
secara teknis.
Penelitian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
melalui pemeriksaan lapangan, dan melakukan tindakan sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan.
Hasil pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
disampaikan kepada Masyarakat.

Pasal 122

Masyarakat ikut menjaga ketertiban Penyelenggaraan Bangunan Gedung
dengan mencegal selap perbudlan din seadit atau kKelumpun yang dapat
mengurangi lingkal keandalan Bangunan Gedung dan/atau mengganggu
Penyelenggaraan Bangunan Gedung dan lingkungan.
Dalam melaksanakan ketentuan menjaga ketertiban Penyelenggaraan
Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Mesyarakat
dapat melaporkan secara lisan dan/atau tertulis kepada instansi vane
berwenang atau kepada pihak yang berkepentingan atas perbuatan setiap
orang.

Bagian Kedua
Pemberian Masukan terhadap Penyusunan dan/atau Penyempurnaan

Peraturan, Pedoman, dan Standar Teknis
Pasal 123

Masvarakat dapat memhenkan masnkan terhadap penynsiinan dan fatan
penyempurnaan peraturan, pedoman, dan Standar Tcknis scbagaimana
dimaksud dalam Pasal 119 huruf b di bidang Bangunan Gedung kepada
Petiic: ital:Daerait.
Masukan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan
baik secara perorangan, kelompok, organisasi kemasyarakatan, maupun
melalu: TPA dengan mengikuti prosedur dan berdasarkan pertimbangan
nilai-nilai sosial budaya setempat.
Masukan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat {}} menjadi
pertimbangan Pemerintah Daerah dalam

= penyusunan dan/atau
penyempurnaan peraturan, pcdoman, dan Standar Teknis ci bidang
Bangunan Gedung.

(2)

Bagian Ketiga
Penyampaian Pendapat dan Pertimbangan

Pasal 124

Masyarakat dapat menyampaikan pendapat dan __— pertimbangan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 huruf c kepada instansi yang
berwenang terhadap penyusunan RTBL, rencana induk sistem proteksi
kebakaran kota, rencana teknis Bangunan Gedung tertentu dan/atau
kegiatan penyelenggaraan yang menimbulkan dampak penting terhadap
lingkungan agar Masyarakat yang bersangkutan ikut memittki dan
bertanggung jawab dalam penataun bangunan dan lingkungannyi.
Pendapat dan pertimbangan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada
avat (1) disampaikan baik secara perorangan, kelompok, organisasi
kemasyarakatan, maupun melalui TPA dengan mengikuti prosedur dan

dengan mempertimbangkan nilai sosial budaya setempat.



(1)

(2)

(1)
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Pasal 125

Pendapat dan pertimbangan Masyarakat untuk rencana teknis Bangunan
Gedung terieniu dan/alau khegialan penyelenpparaan yang wmienuubulkan
dampak penling terhadap lingkungan, dapat disarnpaikan melalui TPA
atau dibahas dalam dengar pendapat publik yang difasiltasi oleh
Pemerintah Daerah.
Hasil dengar pendapat publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
menjadi pertimbangan dalam proses penetapan rencana teknis cleh
Pemerintah Daerah.

Bagian Keempai
Pelaksanaan Gugatan Perwakilan

Pasal 126

Masvarakat dapat mengajukan gugatan perwakilan ke pengadilan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 hurufd sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
Masyarakat yang dapat mengajukan gugatan perwakilan adalah:
2. perorangan atau kelompok orang yang dirugikan, yang mewakili para

pihak yang dirugikan akibat adanya proses Penyelenggaraan
Bangunan Gedung yang mengganggu, merugikan, atau
membahayakan kepentingan umum; atau

b. perorangan atau kelompok orang atau organisasi kemasyarakatan
yang mewakili para pihak yang dirugikan akibat adanya proses
Penvelenggaraan Bangunan Gedung yang mengganggu, merugikan.
atau membahayakan kepentingan umum.

BAB VI
PEMBINAAN, PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 127

Pemerintah daerah melakukan pembinaan penyelenggaraan bangunan
gedung melalui kegiatan pengaturan, pemberdayaan, dan pengawasan.
Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat {1) bertujuan agar
penyelenggaraan bangunan gedung dapat berlangsung tertib dan tercapai
keandalan bangunan gedung yang sesuai dengan fungsinya, serta
terwujudnya kepastian hukum.
Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada
penvelenggara bangunan gedung.

1)

Bagian Kedua
cngaturanPe

Pasal 128

Penpgaturanu sebagaunana dunaksud dalam Pasal 127 ayat (1) dituanupkan
ke dalam peraturan daerah sebagai kebijakan pemerintah daerah dalam
penyelenggaraan bangunan gedung.
Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dituangkan ke
dalam pedoman teknis, standar teknis bangunan gedung dan tata cara
operasionalisasinva.
Di dalam penyusunan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat {1)
harus mempertimbangkan RTRW, RDTR, peraturan zonasi dan/atau
RTBL certa dengan mempertimbangkan pendapat tenaga ahli di bidang
penyeclenggaraan bangunan gedung.
Pemerintah daerah menyebarluaskan kebijakan sebagaimana ciimaksud
pada ayat (2) kepada penyeienggara bangunan gedung.



Bagian Ketiga
Pemberdayaan

Pasal i129

(1) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (1) dilakukan
oleh nemerintah daerah kepada penyelenggara hangunan gediung.

(2) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui

peningkatan profesionalitas penyelenggara bangunan gedung dengan
penyadaran akan hak dan kewajiban dan peran dalam penyelenggaraan
bangunan gedung terutama di daerah rawan bencana.

(A) Pembherdayaan sehagaimana dimakend pada ayat (2) dilakikan melahini

pendataan, sosialisasi, penyebarluasan dan pelatihan di bidang
penyelenggaraan bangunan gedung.

Pasal 130

Pemberdayaan terhadap masyarakat yang belum mampu miemenuhi
peisyaraian teknis bangunan yeduug dilakukan bersama-sama dengan
masyarakat yang terkait dengan bangunan gedung melalui:
a. forum dengar pendapat dengan masyarakat;
b. pendampingan pada saat penyelenggaraan bangunan gedung dalam

bentuk kegiatan penyuluhan, bimbingan teknis, pelatihan dan pemberian
tenaga teknis pendamping;

c. pemberian bantuan percontohan rumah tingygul yang memenuhi
persvaratan teknis dalam bentuk pemberian stimulan bahan bangunan
yang dikelvia wasyarakat secara beigulir, dan/aiau

d. bantuan penataan bangunan dan lingkungan yang serasi dalam bentuk
penyiapan RTBL serta penyediaan prasarana dan sarana_ dasar
permukiman.

Pasal 131

Bentuk dan tata cara pelaksanaan forum dengar pendapat dengan masvarakat
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 huruf a diatur lebih lanjut dalam

peraturan bupati.

Bagian Kecmpat
Pengawasan
Pasal 132

Peupawasan sebaygainaca dimaksud dala Pasal 127 ayai (1) dilakukan
vich pemerintah dacrah terhadap pelaksanaan peraluran daerah ini
melalui mekanisme penerbitan PBG, SLF, dan surat persetujuan dan

penetapan pembongkaran bangunan gedung.
(2) Dalam pengawasan pelaksanaan peraturan perundang-undangan di

bidang penyelenggaraan bangunan gedung, pemerintah daerah dapat
melibatkan peran masyarakal:
a. dengan mengikuti mekanisme yang ditetapkan oleh Pemerintah

Daeral;
b. pada setiap tahapan penyelenggaraan bangunan gedung;
c. dengan mengembangkan sistem pemberian penghargaan berupa

tanda jasa; dan/ atau
d._insentif untuk meningkatkan peran masyarakat.
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BAB VII
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 133

Setiap Pemilik, Pengelola, Pengguna, Penilik, Penyedia Jasa Konstruksi,
Pengkaii Teknis, Profesi Ahli, TPA, dan/atau TPT yang melanggar
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (2), Pasal 77 ayat
(3), Pasal 78 ayat (3), Pasal 91 ayat (2), Pasal 96 ayat (2), Pasal 104 ayat
(4) ’ dan,‘atau Pasal 106 ayat {2} dikenai sanksi administratif.
Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:

peringatan tertulis;
b. pembatasan kegiatan:

1. pembangunan;
2. pemanfaatan: dan
3. pembongkaran;

c. penghentian sementara atau tetap pada kegiatan:
1
1. tahapan pembangunan;
2. pcmanfaatan; dan
3. pembongkaran.

d. pembekuan:
!. PBG;
2. SLF; dan
3. persetujuan pembongkaran;

e. pencabutan:
1. PBG,
2. SLF; dan
3. persetujuan pembongkaran;

= lehih laniuat mengennai tata rok oral nemberian adrmini t tifcal MM SQTLASLete
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sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB Vili
KETENTUAN PIDANA

Pascal 124

Setiap pemilik/pengguna bangunan yang tidak memenuhi ketentuan
mengenai bangunan vang terdapat pada Peraturan Daerah ini, apabila
karenanya mengakibatkan kerugian harta benda_ orang lain,
mengakibatkan kecelakaan bagi orang lain yang mengakibatkan cacat
seumur hidup dan mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain, dinidana
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Setiap orang atau badan hukum yang karena kelalaiannya melanggar
ketentuan mengenai bangunan yang telah ditetapkan dalam Peraturan
Daerah ini sehingga mengakibatkan bangunan tidak laik fungsi dapat
dipidana kurungan dan/atau pidana denda sesuai dengan ketentuan
perundang: undangan.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 135

Banegunan gedung yang sudah dilengkapi dengan PBG sebelum peraturan
daerah ini berlaku, dan PBG yang dimiliki sudah sesuai dengan ketentuan
dalam peraturan daerah ini, PBG vang dimilikinyva dinyatakan tetap
berlaku.

s



(2) Bangunan gedung vang sudah memiliki PBG sebelum peraturan daerah
ini berlaku, namun dalam proses pembangunannya tidak sesuai dengan
ketentuan dan persvaratan dalam PBG. pemilik bangunan gedung harus
mengajukan permohonan PBG baru atau melakukan perbaikan
(retrofitting) secara bertahap.

(3) Permononan PBG yang telan masuk/terdaftar sebelum berlakunya
peraturan daerah ini, tetap diproses dengan disesuaikan pada ketentuan
dalam peraturan daerahini.

(4) Bangunan gedung vang pada saat berlakunya peraturan daerah ini belum
memiliki PBG, maka Pemilik bangunan gedung harus mengajukan PBG.

a PBongunan gedung yang pada saat berlalunya peraturan daerah ini belum
dilengkapi PBG, dun bangunan yang sudah berdiri tidak sesuui dengan
ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, Pemilik Bangunan harus
mengajukan permohonan PBG baru dan meiakukan perbaikan (retrosittung/
secara bertahap.

(6) Bangunan gedung pada saat berlakunya Peraturan Daerah ‘ni belum

dilengkapi SLF, maka pemilik/Pengguna bangunan gedung harus
mengajukan permohonan SLF.

(7) Permohonan SiLF yang teiah masuk/terdaftar sedefum bderiakunya
peraturan daerah ini, tetap diproses dengan disesuaikan pada ketentuan
dalam peraturan daerah ini.

(8) Bangunan gedung yang sudah dilengkapi SLF sebelum peraturan daerah
ini berlaku, namun kondisi bangunan gedung tidak laik fungsi,
pemilik/pengguna bangunan gedung dokumen melakukan perbaikan
(retrofitting) secara bertahap.

(9) Bangunan gedung yang sudah dilengkapi SLF sebelum peraturan dacrah
im verlaku, dan SLF yang dimiliki sudah sesuai dengan ketentuan dalam

peraturan daerah ini, SLF yang dimilikinya dinyatakan tetap berlaku.

(10) Perangkat daerah melaksanakan penertiban kepemilikan PBG dan SLF
dengan ketentuan pentahapan sebagai berikut:
a. untuk bangunan gedung selain dari fungsi hunian, fenertiban

kepemilikan PBG dan SLF harus sudah dilakukan paling lambat 2

(dua) tahun sejak diberlakukannya peraturan daerah ini;
b. untuk bangunan gedung fungsi hunian dengan spesifikasi non-

sederhana, penertiban kepemilikan PBG dan SLF harus sudah
dilakukan paling lambat 3 (tiga) tahun sejak diberlaxukannya
peraturan daerah ini;

c. untuk bangunan gedung fungsi hunian dengan spesifikasi sederhana,
penertiban kepemilikan PBG dan SLF harus sudah dilakukan paling
lambat 5 (lima) tahun sejak diberlakukannva peraturan daerah ini.

(11) Ketentuan lebih lanjut mengenai penertiban kepemilikan PBG dan SLF
scbagaimana dimaksud ayat (10) diatur dalam peraturan bupati.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 136

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 7

Tahun 2013 tentang Ranginan Gedung (Lembaran Daerah Kabhunaten

Indragiri Hilir Tahun 2013 Nomor 7) dicabut dan dinyatakan tidak ber!aku.



Pasal 137
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinva, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Indragiri Hilir.

Ditetapkan di Tembilahan
pada tanggal 13 November 2023
BUPATI INDRAGIRI HILIR,

ttd

H. MUHAMMAD WARDAN

Diundangkan di Tembilahan
pada tangga! 13 November 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR,

ttd
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